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ABSTRAK
Nama : Nurhusna. B
Nim : 90400114114
Judul : Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Kompetensi SDM
dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi
Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada SKPD Kab.
Enrekang)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh anggaran berbasis
kinerja, kompetensi SDM dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel
moderating. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan
deskriptif. Popolasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD Kab.
Enrekang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive
sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bagian perencanaan dan
keuangan. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 orang.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang
dikumpulkan melalui kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan
analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating dengan pendekatan
nilai selisih mutlak. Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis anggaran
berbasis kinerja, kompetensi SDM dan kejelasan sasaran anggaran. Analisis
regresi linear berganda dengan uji nilai selisih mutlak untuk hipotesis anggaran
berbasis kinerja, kompetensi SDM dan kejelasan sasaran anggaran yang
dimoderasi oleh komitmen organisasi.
Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan
bahwa anggaran berbasis kinerja, kompetensi SDM dan kejelasan sasaran
anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Analisis
variabel moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa
komitmen organisasi memoderasi kompetensi SDM dan kejelasan sasaran
anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun tidak dapat
memoderasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Kompetensi SDM, Kejelasan Sasaran
Anggaran, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan
keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang
dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Adanya pengukuran tingkat
keberhasilan suatu organisasi dalam bentuk mekanisme evaluasi, maka dapat
diketahui kinerja suatu organisasi.
Anggaran menjadi sangat penting dan relevan di pemerintahan daerah,
karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintahan yang dikaitkan dengan
fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran
merupakan dokumen atau kontrak politik antara pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan
datang. Putra (2013) dalam Primayoni (2014) mengatakan terdapat beberapa
karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah
kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran
tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Adanya sasaran anggaran yang jelas
akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya,
target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin
dicapai organisasi. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran
1
2berimplikasi pada aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang
ingin dicapai instansi pemerintah.
Tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun
daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan
strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya. Sebagai organisasi
sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk
senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan
pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, disamping itu pemerintah
daerah juga dituntut untuk melakukan pembagian tugas yang baik pada
pemerintahan yang ada dilingkungan daerah tersebut. Tuntutan yang semakin
tinggi tersebut diajukan kepada pertanggungjawaban yang diberikan oleh
penyelenggara negara yang diamanatkan kepada mereka. Kinerja pemerintahan
akhir-akhir ini menjadi sorotan publik karena masyarakat mulai mempertanyakan
nilai yang mereka peroleh atas pelayanan pemerintah itu sendiri. Kinerja
pemerintah didasarkan pada kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintahan
sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintahan bertanggung jawab untuk
mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan
kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan (Afriana, 2015).
Dalam menciptakan akuntabilitas, pemerintah dituntut untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada publik. Perbaikan
terhadap kualitas akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah diharapkan akan
3berimplikasi pada minimnya praktik korupsi sehingga diharapkan good
governance dapat diwujudkan oleh pemerintah Indonesia baik tingkat pusat
maupun daerah. Adapun akuntabilitas kinerja dapat dicapai apabila menerapkan
anggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu
pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran
yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkannya
dengan menggunakan informasi kinerja. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja,
pemerintah berharap anggaran digunakan secara optimal untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntailitas
manajemen sektor publik sehingga mempengaruhi akuntabilitas instansi
pemerintah daerah.
Selain itu, adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan aparat
pemerintah untuk menyususn target-target anggaran. Selanjutnya target anggaran
yang disusun sesuai dengan sasaran anggaran yang ingin dicapai organisasi.
Sasaran yang tidak jelas atau membingungkan dapat menimbulkan ketegangan
dan ketidakpastian para pelaksana, implikasinya pada penurunan kinerja yang
berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi. Namun sebaliknya, jika
kejelasan sasaran anggaran dinyatakan secara jelas, maka akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah semakin meningkat. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
juga tidak lepas dari kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki poleh aparat
pemerintah. Dengan kompetensi yang produktif akan membuat para birokrat
selalu siap dalam menghadapi setiap tantangan birokrasi di pemerintahan dan
mampu menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.
4Dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) ada beberapa komponen yang menjadi dasar penilaian. Komponen
pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari restra, rencana kinerja tahunan,
dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran
kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan
implementasi pengukuran dengan bobot 20. Komponen ketiga, yakni pengukuran
kinerja yang terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta
pemanfaatan informasi kinerja yang diberi bobot 15. Sedangkan evaluasi kinerja
yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan hasil
evaluasi, diberi bobot 10. Untuk pencapaian kinerja, bobotnya 20 yang terdiri dari
kinerja yang diaporkan (output dan outcome) dan kinerja lainnya.
Adapun hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)
menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang memperoleh
predikat C (kurang) dengan nilai 45,14 untuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah pada tahun 2017. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa
tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah
daerah Kabupaten Enrekang belum optimal dibandingkan dengan capaian
kinerjanya dan perlu banyak perbaikan. Nilai tertinggi dari evaluasi laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah AA (memuaskan) dengan skor
85-100, A (sangat baik) dengan skor 75-85, B (baik) dengan skor 65-75, CC
(memadai) dengan skor 50-65, C (kurang) dengan skor 30-50, dan nilai D (sangat
kurang) dengan skor 0-30. Dari pelaksanaan evaluasi, beberapa temuan yang
5sering muncul antara lain ketidakselarasan antara penganggaran dengan kinerja,
ketidakmampuan mendefinsikan kinerja, ketidakmampuan menyusun indikator
kinerja dan ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran.
Haspiarti (2012) dalam Endrayani (2014) meneliti  Pengaruh Penerapan
Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
mendapatkan hasil penelitian yang menunjukan perencanaan anggaran dan
pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan anggaran serta
evaluasi kinerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut penelitian Harjanti (2009) dalam
Endrayani (2014) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, hasil dari
penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja
mempunyai pengaruh yang sangat lemah terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
Penelitian tentang kompetensi pun telah banyak dilakukan yaitu Suwardji dkk.
(2012), Manik (2010), Adiputra (2011), Qamariah dan Fadli (2011) dan
Adiputri(2014) dalam Wardhana, dkk (2015) dimana kompetensi mempengaruhi
kinerja. Namun, peneliti lain menyebutkan berbeda, Syachbrani (2014) dan
Sofyani dan Akbar (2014) dalam Wardhana, dkk (2015) menyatakan bahwa
kompetensi tidak berpengaruh pada kinerja instansi  pemerintah.
Penelitian mengenai kejelasan sasaran anggaran telah banyak dilakukan
diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Primayoni, dkk (2014),
6Yuliantini (2014) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun penelitian
ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2011) yang
menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggatan tidak berpengaruh terhadap
akuntabiitas kinerja instansi pemerintah. Fenomena ini sangat menarik dan
penting untuk diteliti karena adanya perbedaan hasil terhadap penelitian pada
sektor publik. Berdasarkan adanya perbedaan-perbedaan yang ada dengan
penelitian terdahulu dengan bermacam faktornya, peneliti ingin melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Kompetensi
SDM, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel
Moderating (Studi Pada SKPD Kab. Enrekang)”.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :
1. Apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ?
2. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah?
4. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh anggaran berbasis
kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
75. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh kompetensi SDM
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
6. Apakah komitmen organisasi  memoderasi pengaruh kejelasan sasaran
anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
C. Pengembangan Hipotesis
Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Penetapan misi, tujuan, dan sasaran merupakan cara untuk
mengalokasikan sumber daya untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu
berdasarkan tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang terukur. Jadi, anggaran
berbasis kinerja lebih berfokus pada hasil dari pengeluaran yang dilakukan, bukan
jumlah uang yang dikeluarkan. Penganggaran berbasis kinerja (performace based
budgeting) merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran
yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan
kinerja yang dihasilkannya dengan menggunakan informasi kinerja. Performance
budgeting mengalokasikan sumber daya pada program, bukan unit organisasi
semata dan memakai output measurement sebagai indikator kinerja organisasi.
Pengaitan biaya dengan output organisasi merupakan bagian integral dalam bekas
atau dokumen anggaran.
Dampak dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas instansi
pemerintah terkait sebagai fungsi pemberi pelayanan kepada masyarakat
menjadikan lingkup anggaran relevan dan penting di lingkungan pemerintah
daerah. Melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah,
8tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang amanah dan didukung oleh instansi
pemerintah yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel serta mampu
memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) sehingga dapat menciptakan transparansi dan
meningkatkan akuntabilitas publik (Bahri, 2012 dalam; Fathia, 2017).
Menurut Fathia (2017) diterapkannya anggaran berbasis kinerja,
pemerintah berharap anggaran digunakan secara optimal untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntailitas
manajemen sektor publik sehingga mempengaruhi akuntabilitas instansi
pemerintah daerah. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Haspiati
(2012) dalam Endrayani, dkk (2014) yang menyatakan bahwa perencanaan dan
pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh signifikan dan positif
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dihipotesiskan bahwa anggaran
berbasis kinerja mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga
hipotesis pertama diusulkan.
H1 : Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah daerah.
Kompetensi SDM Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kompetensi menyangkut kemampuan individu dalam melaksanakan tugas
atau menentukan keputusan sesuai dengan peran, pengetahuan, keterampilan, dan
sikap produktifnya. Dengan kompetensi yang produktif akan membuat para
birokrat selalu siap dalam menghadapi setiap tantangan birokrasi di pemerintahan
9dan mampu menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas. Kompetensi
merupakan modal dasar seseorang atau organisasi dalam merealisasi apa yang
menjadi tujuannya atau tujuan organisasi. Organisasi akan berbicara the right man
on the right place. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi-fungsi
organisasi harus diisi oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai jabatan yang
menjadi tanggung jawabnya (Wardhana, dkk 2015).
Penelitian yang dilakukan oleh Wardhana, dkk (2015) menyatakan bahwa
kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
daerah. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan membutuhkan pegawai
yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Hal ini akan
mendukung penguatan manajemen pemerintah berbasis kinerja. Oleh sebab itu,
pemerintah pusat melalui pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksana
teknis kegiatan harus mengutamakan kompetensi yang dimiliki oleh setiap
pejabatnya guna mengisi bidang-bidang kegiatan yang sesuai.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dihipotesiskan bahwa kompetensi
SDM mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga hipotesis
kedua diusulkan.
H2 : Kompetensi SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah.
Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran
ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dimengerti
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oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.
Oleh karena itu, sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan
dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk menyusun dan
melaksanakannya (Mardiasmo, 2009:34 dalam; Fathia 2017). Anggaran daerah
harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga
perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara
jelas. Menurut Fathia (2017) kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauh
mana sasaran anggaran dinyatakan secara spesifik, jelas dan dapat dipahami oleh
mereka yang bertanggung jawab untuk mencapainya. Sasaran yang tidak jelas
atau membingungkan dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian para
pelaksana, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan
akuntabilitas kinerja organisasi. Namun sebaliknya, jika kejelasan sasaran
anggaran dinyatakan secara jelas, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
semakin meningkat. Penelitian ini menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Primayoni, dkk (2014)
menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan adanya sasaran anggaran
yang jelas maka akan mempermudah aparat untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk
mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada
aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai
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instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran dapat menimbulkan
ketidakpastian atau keragu-raguan para pelaksana.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dihipotesiskan bahwa kejelasan
sasaran anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
sehingga hipotesis ketiga diusulkan.
H3 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.
Pengaruh Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Hubungan Anggaran
Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Menurut Friska  (2015) bahwa penganggaran berbasis kinerja merupakan
metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendaanaan yang
dituangkan dalam setiap kegiatan-kegaiatan dengan keluaran dan hasil yang
diharapkan termasuk efisiensi dari dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.
Anggaran kinerja yang efektif akan mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai
uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat
terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh Friska (2015) menyatakan bahwa komitmen
organisasi tidak dapat memoderadi hubungan antara anggaran berbasis kinerja
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun dalam penelitian yang
dilakukan oleh Harisman (2012) dalam Friska (2015) menyatakan bahwa
komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara penerapan anggaran
berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
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Suatu kinerja dapat dicapai dengan baik ketika seseorang memiliki
komitmen organisasi yang tinggi dikarenakan dengan komitmen organiasi yang
tinggi maka akan mendorong seseorang untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
Sehingga dalam hal ini, dalam penerapan anggaran berbasis kinerja maka
seseorang akan mampu untuk menjalankannya dengan dorongan dari komitmen
yang berasal dari diri mereka sendiri. Berdasarkan uraian diatas maka dapat
dihipotesiskan bahwa komitmen organisasi memoderasi hubungan anggaran
berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga
hipotesis keempat diusulkan.
H4 : Komitmen organisasi memoderasi anggaran berbasis kinerja terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Pengaruh Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Hubungan Kompetensi
SDM Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kompetensi merupakan modal dasar seseorang atau organisasi dalam
merealisasi apa yang menjadi tujuannya atau tujuan organisasi. Organisasi akan
berbicara the right man on the right palce. Pernyataan tersebut menunjukkan
bahwa fungsi-fungsi organisasi harus diisi oleh orang yang memiliki kompetensi
sesuai jabatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kompetensi tanpa komitmen
organisasi tidaklah lengkap. Tuntutan untuk memenangkan persaingan dewasa ini
adalah karyawan yang memiliki kompetensi sekaligus memiliki komitmen untuk
organisasinya.
Menurut Wardhana, dkk (2015) bahwa komitmen organisasi memperkuat
pengaruh kompetensi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
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Komitmen organisasi sangat mempengaruhi setiap kepala SKPD memberikan
usaha maksimalnya kepada organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Semakin
tinggi komitmen organisasi kepala SKPD maka usaha untuk meningkatkan AKIP
cenderung akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Darma (2004) dalam Friska (2015).
Dengan adanya komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan maka
kinerja karyawan tersebut dapat meningkat dikarenakan komitmen organisasi
secara tidak langsung dapat mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia
yang dimiliki oleh organisasi. Jika dalam suatu dunia kerja seseorang memiliki
kompetensi namun tidak memiliki komitmen organisasi maka kinerjanya dapat
menjadi tidak maksimal karena di dalam dirinya tidak mempunyai rasa memiliki
terhadap organisasi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dihipotesiskan bahwa
komitmen organisasi memoderasi kompetensi SDM terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, sehingga hipotesis kelima diusulkan.
H5 : Komitmen organisasi memoderasi kompetensi SDM terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.
Pengaruh Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Hubungan Kejelasan
Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Menurut Kenis (1979) dalam Arifin (2012) bahwa kejelasan sasaran
anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan
spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dimengerti oleh orang yang bertanggung
jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran
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anggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka
yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2012) menunjukkan bahwa
adanya pengaruh yang negatif dan signifikan antara kejelasan sasaran anggaran
sesudah dimoderasi komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Hal ini dimungkinkan bahwa aparat pemerintah tidak
hanya mengutamakan kepentingan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi
untuk menunjang keberhasilan organisasi tetapi juga mengutamakan kepentingan
pribadinya sehingga aparat memiliki dua kepentingan dalam menjalankan
tugasnya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Locke (1968), Kenis (1979),
Chong dan Chong (2002) dan Darma (2004) dalam Arifin (2012) yang
menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kejelasan sasaran anggaran
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setelah dimoderasi dengan
komitmen organisasi.
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dihipotesiskan bahwa komitmen
organisasi memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, sehingga hipotesis keenam diusulkan.
H6 : Komitmen organisasi memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional
Dalam penelitian ini, definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
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Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel ini sering disebut variabel terikat, merupakan variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono,
2012: 4). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah menunjukkan perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
yang telah ditetapkan dalam suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan
secara periodik. Instrumen penelitian yang digunakan mengadopsi penelitian
Susanto (2018). Setiap pertanyaan-pertanyaan dari varibel yang diteliti
menggunakan skala ordinal atau sering disebut skala likert (Ghozali, 2006), yaitu
skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Setuju,,4 = Sangat Setuju, 5 =
Sangat Setuju Sekali.
Pengukuran variabel ini menggunakan modifikasi skala likert. Indikator-
indikator yang digunakan (Susanto, 2018) adalah sebagai berikut:
a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
b. Akuntabilitas proses
c. Akuntabilitas program
d. Akuntabilitas kebijakan
Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel independen (X) yaitu variabel yang menjadi penyebab berubahnya
vaiabel bebas atau dependen (Y) (Sugiyono, 2012). Variabel dependen atau
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variabel terikat adalah variabel yang membantu menjelaskan varians dalam
variabel terikat. Variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu faktor-
faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan
hubungan antara fenomena yang diobservasi satau diamati. Variabel independen
dalam penelitian ini meliputi :
Anggaran Berbasis Kinerja (X1)
Anggaran berbasis kinerja meliputi persiapan, ratifikasi, implementasi, serta
evaluasi dan pelaporan. Setiap pertanyaan-pertanyaan dari varibel yang diteliti
menggunakan skala ordinal atau sering disebut skala likert (Ghozali, 2006), yaitu
skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Setuju,,4 = Sangat Setuju, 5 =
Sangat Setuju Sekali. Anggaran berbasis kinerja dapat diukur dengan (Verasvera,
2016):
1. Persiapan
2. Ratifikasi
3. Implementasi
4. Evaluasi dan pelaporan
Kompetensi SDM (X2)
Kompetensi SDM merupakan karakteristik individu yang berperan penting
bagi organisasi dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Kompetensi
SDM berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah daerah. Setiap
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pertanyaan-pertanyaan dari varibel yang diteliti menggunakan skala ordinal atau
sering disebut skala likert (Ghozali, 2006), yaitu skala yang berisi lima tingkat
preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut : 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 =
Tidak Setuju, 3 = Setuju,,4 = Sangat Setuju, 5 = Sangat Setuju Sekali. Kompetensi
SDM dapat diukur dengan 3 indikator (Idward, 2014) :
1. Pengetahuan
2. Keterampilan
3. Sikap
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)
Kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauh mana sasaran anggaran
dinyatakan secara spesifik, jelas dan dapat dipahami oleh mereka yang
bertanggung jawab untuk mencapainya. Setiap pertanyaan-pertanyaan dari varibel
yang diteliti menggunakan skala ordinal atau sering disebut skala likert (Ghozali,
2006), yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan
sebagai berikut : 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Setuju,,4 =
Sangat Setuju, 5 = Sangat Setuju Sekali. Kejelasan sasaran anggaran dapat diukur
melalui (Susanto, 2018):
1. Spesifik
2. Terukur
3. Standar
4. Memiliki batas waktu
5. Sasaran prioritas
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6. Berorientasi pada hasil akhir
Variabel Moderasi
Komitmen Organisasi (M)
Komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana
seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya
serta berniat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Setiap
pertanyaan-pertanyaan dari varibel yang diteliti menggunakan skala ordinal atau
sering disebut skala likert (Ghozali, 2006), yaitu skala yang berisi lima tingkat
preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut : 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 =
Tidak Setuju, 3 = Setuju,,4 = Sangat Setuju, 5 = Sangat Setuju Sekali.
Arfan (2014) komitmen organisasi dapat diukur melalui 3 item indikator:
1. Penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi
2. Keinginan untuk bekerja keras
3. Keinginan untuk bertahan menjadi bagian dari organisasi
2. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh antara variabel
independen yaitu, anggaran berbasis kinerja, kompetensi SDM, dan kejelasan
sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan
komitmen organisasi variabel moderating. Sasaran dalam penelitian ini adalah
pegawai yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun di kantor SKPD Kabupaten
Enrekang dan yang memiliki aktivitas dalam anggaran berbasis kinerja dan
akuntabilitas kinerja . Lokasi ini dipilih sebagai lokasi dalam penelitian karena
daerah yang mudah di jangkau.
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E. Penelitian Terdahulu
Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu
Nama
peneliti
Judul Hasil
Endrayani,
dkk (2014)
“Pengaruh Penerapan
Anggaran Berbasis
Kinerja Terhadap
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah”.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
anggaran berbasis kinerja berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
Wardhana,
dkk (2015)
“Pengaruh Kompetensi
Pada Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah Dengan
Komitmen Organisasi
Sebagai Variabel
Moderating”.
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kompetensi berpengaruh positif
pada akutabilitas kinerja instansi
pemerintah dan komitmen organisasi
memperkuat pengaruh kompetensi
pada akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
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Primayoni,
dkk (2014)
“Pengaruh Kejelasan
Sasaran Anggaran dan
Efektivitas
Pengendalian Internal
Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah”
Berdasarkan statistis hasil pengujian
hipotesis menunjukkan bahwa
kejelasan sasaran anggaran secara
parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Efektivitas
pengendalian internal secara parsial
berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Dan secara
simultan, kejelasan sasaran anggaran
dan efektivitas pengendalian internal
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
Nurul
Fathia
(2017)
“Pengaruh Penerapan
Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah,
Penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja,
Kejelasan Sasaran
Anggaran, Sistem
Pelaporan Kinerja dan
Pengendalian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sistem akuntansi pemerintah daerah,
penerapan anggaran berbasis kinerja,
kejelasan sasaran anggaran, sistem
pelaporan kinerja dan pengendalian
akuntansi berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah (AKIP).
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Akuntansi Terhadap
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Daerah (AKIP)”.
Egrinaen
Mauliziska
Nugrahaeni
Putri (2015)
“Pengaruh Kompetensi
Aparatur Pemerintah
Daerah, Penerapan
Akuntabilitas
Keuangan,
Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Ketaatan
Terhadap Peraturan
Perundangan Terhadap
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Daerah”.
Hasil pengujian menunjukkan bukti
bahwa kompetensi aparatur pemerintah
daerah, penerapan akuntabilitas
keuangan dan pemanfaatan teknologi
informasi berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah sedangkan variabel
ketaatan terhadap peraturan
perundangan tidak berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah.
F. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:
1. Untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
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3. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi memoderasi pengaruh
anggaran berbasis kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
5. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi memoderasi pengaruh
kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi memoderasi pengaruh
kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
G. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Teoretis
Goal setting theory dikemukakan oleh Locke pada tahun 1968 yang
menyatakan adanya keterkaitan antara tujuan dan kinerja. Teori ini
menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh dua buah congnition
yaitu values (nilai) dan intentions (tujuan). Umumnya, manajer menerima
penetapan tujuan sebagai hal yang sangat berarti untuk meningkatkan dan
mempertakahankan kinerja. Konsep dasar dari teori ini adalah seseorang yang
memahami tujuan atau apa yang diharapkan organisasi kepadanya akan
memengaruhi perilaku kinerjanya. Dalam organisasi sektor publik, instansi
pemerintah diharapkan dapat mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pencapaian tujuan atau sasaran-sasasarn yang telah ditetapkan yang
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dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan.
2. Praktis
Menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri agar dapat lebih memahami
lagi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah. Sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga
pemerintahan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD agar
dapat terwujud pemerintahan yang baik dan terciptanya kesejahteraan bagi
rakyat dengan pertanggungjawaban dari aparat pemerintah. Sebagai
pertimbangan bagi lembaga untuk lebih memotivasi mereka yang sudah
bekerja di lembaganya.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory)
Goal setting theory merupakan salah satu bagian dari teori motivasi yang
dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1978 dalam Azlina & Desmiyawati,
2012. Goal setting theory didasarkan pada bukti yang berasumsi bahwa sasaran
(ide-ide akan masa depan atau keadaan yang diinginkan) memainkan peran
penting dalam bertindak. Teori penetapan tujuan yaitu model individual yang
menginginkan untuk memiliki tujuan, memilih tujuan dan menjadi termotivasi
untuk mencapai tujuan-tujuan. Menurut teori ini salah satu dari karakteristik
perilaku yang mempunyai tujuan yang umum diamati ialah bahwa perilaku
tersebut terus berlangsung sampai perilaku itu mencapai penyelesaiannya, sekali
seseorang mulai sesuatu (seperti suatu pekerjaan, sebuah proyek baru), ia terus
mendesak sampai tujuan tercapai. Proses penetapan tujuan (goal setting) dapat
dilakukan berdasarkan prakarsa sendiri/diwajibkan oleh organisasi sebagai satu
kebijakan (Wangmuba Ramandei, 2009 dalam Azlina & Desmiyawati, 2012) .
Goal setting theory menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan
prestasi kerja (kinerja). Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami
tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku
kerjanya.
Ditinjau dari teori penetapan tujuan, yang menyatakan bahwa adanya
keterkaitan antara tujuan dan kinerja. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku
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seseorang ditentukan oleh dua buah congnition yaitu values (nilai) dan intentions
(tujuan). Umumnya, manajer menerima penetapan tujuan sebagai hal yang sangat
berarti untuk meningkatkan dan mempetahankan kinerja. Berdasarkan penelitian-
penelitian yang telah dilakukan, temuan utama dari teori penetapan tujuan adalah
setiap individu yang diberi tujuan spesifik, sulit tapi dapat dicapai, memiliki
kinerja yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang menerima tujuan yang
mudah dan spesifik atau tidak ada tujuan sama sekali. Pada saat yang sama,
seseorang juga harus memiliki kemampuan yang cukup, menerima tujuan yang
ditetapkan dan menerima umpan balik yang berkaitan dengan kinerja (Wardhana,
dkk 2015).
B. Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk reformasi anggaran dalam
memperbaiki proses penganggaran. Sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja
diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kini menjadi Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dampak
dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pemerintah terkait sebagai
fungsi pemberi pelayanan kepada masyarakat menjadikan lingkup anggaran
relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Melalui reformasi anggaran
yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujudnya pemerintahan
yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintahan yang efektif, efisien,
profesional, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam
proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan
meningkatkan akuntabilitas publik (Bahri, 2012 dalam; Endrayani, 2014).
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Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, penganggaran daerah di
Indonesia disusun dengan pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja disusun untuk
mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat dalam pendekatan tradisional,
khususnya kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat
digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran
pelayanan publik. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran
bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam
kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi
dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.
Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap
unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program
diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada
anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen  kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah
atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
(Verasvera, 2016).
Dalam penjelasan PP nomor 58 tahun  2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dinyatakan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah
suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau
output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pengertian
tersebut, setiap input yang  ditetapkan dalam anggaran harus dapat diukur
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hasilnya dan pengukuran hasil bukan pada besarnya dana yang telah dihabiskan
sebagaimana yang dilaksanakan pada sistem penganggaran tradisional (line-item
& incremental budget) tetapi berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang telah
ditetapkan (Fathia, 2017).
Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Menurut Noerdiawan (2006:79) dalam Verasvera (2016), tahap-tahap
penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:
(a) Penetapan Strategi Organisasi (visi dan misi);
(b) Pembuatan Tujuan;
(c) Penetapan Aktivitas; dan
(d) Evaluasi dan Pengambilan Keputusan.
Dalam menyusun anggaran berdasarkan kinerja, organisasi ataupun unit
organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, program,
kegiatan, dan jenis belanja tetapi juga menetapkan  kinerja yang ingin
dicapai. Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (output) dari kegiatan
yang akan dilaksanakan dan hasil (outcome) dari program yang telah ditetapkan.
Apabila telah ditetapkan   prestasi (kinerja) yang hendak dicapai, baru
kemudian dihitung pendanaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan
keluaran atau hasil yang ditargetkan sesuai rencana kinerja (Verasvera, 2016).
Endrayani, dkk (2014) menyatakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam
penganggaran berbasis kinerja meliputi:
(a) Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja.
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(b) Fleksibilitas pengelolaan aggaran untuk mencapai hasil dengan tetap
menjaga prinsip akuntabilitas.
Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi
manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-
kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada
seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap
unit kerja. Menurut Verasvera (2016) beberapa manfaat yang bisa dirasakan
dengan adanya pengukuran kinerja, diantaranya adalah:
(a) Akuntabilitas organisasi publik kepada DPRD dan publik lebih mudah
dilihat;
(b) Lebih memotivasi peningkatan pelayanan kepada publik;
(c) Peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah; dan
(d) Anggaran kinerja menekankan pada sasaran kinerja dan pencapaian
bukan pada pembelian yang dilakukan oleh organisasi.
Anggaran Berbasis Kinerja yang efektif akan mengidentifikasi keterkaitan
antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan
tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif.
Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi
sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan output dan outcome
untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.
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Prinsip Penyusunan APBD Berbasis Kinerja
APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk
menyusun APBD, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan
menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah (Verasvera, 2016). Berdasarkan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan pada tahun 2005, prinsip- prinsip penganggaran sebagai berikut:
(a) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran;
(b) Disiplin Anggaran;
(c) Keadilan Anggaran;
(d) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran; dan
(e) Disusun dengan Pendekatan Kinerja.
C. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia (SDM)) adalah kesatuan tenaga manusia yang ada
dalam organisasi dan bukan sekedar penjumlahan pegawai-pegawai yang ada
(Suharto, 2012). Menurut Wansyah, dkk (2012) Kompetensi sebagai kemampuan
seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja,
termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan
mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru
dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Dalam pengelolaan keuangan daerah
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yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang
didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti
pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.
Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.
Kegagalan sumber daya manusia  Pemerintah Daerah dalam memahami dan
menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan
yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan
pemerintah.
Menurut Wardhana, dkk (2015) makna yang tergantung dari definisi
kompetensi adalah:
1.  Karakteristik dasar kompetensi merupakan bagian yang mendalam pada
pribadi seseorang dan memiliki perilaku yang dapat diperkirakan dalam setiap
tugas dan pekerjaan.
2. Hubungan kasual merupakan hubungan antara kompetensi dengan kinerja
dimana kompetensi mampu memperkirakan kinerja seseorang. Hal ini berarti
peningkatan kompetensi selaras dengan peningkatan kinerja seseorang.
3. Kriteria yang dijadikan sebagai acuan merupakan sebuah bentuk karakteristik
yang secara nyata mampu memperkirakan kinerja seseorang dengan baik.
Kompetensi pegawai memungkinkan untuk tercapainya suatu
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang efektif. Sesuai dengan
prinsip Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang kedua yaitu berdasarkan sistem yang dapat menjamin
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penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Ini berarti sumber daya yang digunakan harus benar-
benar konsisten dan berkompeten di bidangnya dalam pelaksanaan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah yang efektif. Karena kompetensi akan mempengaruhi
akuntabilitas kinerja pemerintahan, keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat tercapai
dengan baik apabila adaya dukungan pengelola sumber daya manusia,
peralatan/sarana dan prasarana serta biaya atau anggaran dan dukungan tugas-
tugas umum lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok daerah
(Putri, 2015).
D. Kejelasan Sasaran Anggaran
Menurut Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005, anggaran merupakan
pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah,
yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
Sumber lain menyebutkan bahwa anggaran adalah rencana kerja organisasi di
masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan
sistematis (Magdalena, 2014).
Kenis (Andarias, 2009) dalam Yulianti (2014) menyatakan kejelasan
sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku pegawai. Pelaksana anggaran
akan  menjadi  bingung dan  tidak puas dalam bekerja jika terdapat ketidakjelasan
sasaran anggaran sehingga menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi
untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Kenis juga menyatakan bahwa anggaran
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tidak hanya sebagai alat perencanaan, pengendalian biaya dan pendapatan dalam
pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sisi lain anggaran juga
merupakan alat bagi manajerial SKPD untuk mengkoordinasikan,
mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya.
Selain itu, Primayoni, dkk (2014) mengatakan terdapat beberapa
karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah
kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran
tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Adanya sasaran anggaran yang jelas
akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya,
target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin
dicapai organisasi. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran
berimplikasi pada aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang
ingin dicapai instansi pemerintah daerah.
Menurut Magdalena (2014) budget adalah pernyataan perkiraan
penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau
beberapa periode mendatang. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai
rencana kerja pemerintah daerah merupakan desain teknis pelaksanaan strategi
untuk mencapai tujuan daerah. Jika kualitas penganggaran daerah rendah, maka
kualitas fungsi-fungsi pemerintah cenderung lemah. Anggaran daerah seharusnya
tidak hanya berisi mengenai informasi pendapatan dan penggunaan dana
(belanja), tetapi harus menyajikan informasi mengenai kondisi kinerja yang ingin
dicapai. Anggaran pemerintah daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian
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kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran pemerintah daerah harus
bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas.
E. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas menurut Wikipedia bahasa Indonesia adalah sebuah konsep
etika yang yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga
eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif
kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan
secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan
(responbility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat
dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability)
termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat
menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal
ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat
problembilitas di sektor publik, perusahan nirlaba, yayasan dan perusahaan-
perusahaan (Putri, 2015). Dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 dinyatakan bahwa
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi
pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan
instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Fathia, 2017).
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah merupakan pemberian
informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah
kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan
tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu
menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang
diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya.
Pemberian informasi dan pegungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka
pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak
untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak
menuntut pertanggungjawaban (Cahyani dan Utama, 2015).
Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas
kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggungjawab penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang
secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi
masing-masing. Selanjutnya pemimpin instansi bersama tim kerja harus
mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/ kegagalan tingkat
kinerja yang dicapai. Proses pertanggungjawaban anggaran diawali dengan
peyusunan laporan keuangan pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah
disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat
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normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi
kualitas yang dikehendaki, yaitu:
1. Relevan, yang berarti informasi harus memiliki feedback value, predictive
value, tepat waktu dan lengkap.
2. Andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur,
variability, dan netralitas.
3. Dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan
periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.
4. Dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan daam laporan
keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta
istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Wibisono,
2016).
Sedangkan menurut Wardhana, dkk (2015) bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip laporan yang baik, yaitu:
1. Relevance (Relevan)
Relevan berhubungan dengan tujuan dari suatu organisasi dan tergantung dari
kegunaan informasi tersebut. Jadi LAKIP yang relevan berarti laporan
tersebut mampu memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan
pengguna laporan.
2. Accuracy/Reability (Akurat/Handal)
Akurat merupakan informasi yang bebas dari kesalahan. Hal ini dapat
diperoleh melalui kehati-hatian dalam memperoleh dan memproses data baik
dalam pengukuran maupun pengolahan.
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3. Konsisten dan Dapat Dibandingkan
Laporan harus memberikan konsistensi dan dapat dibandigkan dengan
periode-periode yang lain.
4. Verifiability/Traceability (Verifikasi/ Dapat Dielusuri)
Data capaian kinerja berupa capaian indikator kinerja input, output dan
outcome pada tingkat kegiatan dan sasaran yang disajikan pada LAKIP harus
dapat diuji kebenarannya melalui verifikasi dan penelusuran terhadap
dokumen sumber capaian kinerja untuk masing-masing indikator.
5. Timeliness (Tepat Waktu)
Tepat waktu biasanya mempunyai keterkaitan dengan dua hal penting, yaitu
frekuensi dan penangguhan. Frekuensi menunjukkan seberapa sering
informasi dikinikan (update) dan dapat diukur sebagai interval waktu antara
dua laporan yang berisi informasi sejenis. Penangguhan yaitu panjangnya
waktu yang habis (expire) dari saat selesai suatu kejadian sampai informasi ke
tangan pengguna.
6. Understanding (Dapat Dimengerti)
Penyajian laporan harus dapa dimengerti oleh pengguna laporan.
7. Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban
Pelaporan AKIP harus mengandung informasi yang proporsional sesuai
dengan bidang kerjanya masing-masing. Informasi yang dilaporkan harus
memuat tentang keberhasilan maupun kegagalan.
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mengelolah manajemen pemerintahan yang ada didaerahnya dituntut untuk
bertanggungjawab atas apa yang telah diamanahkan kepada mereka. Dimana
pertanggungjawaban mereka kepada pemimpin dan pertanggungjawaban mereka
kepada masyarakat atas apa yang telah mereka laksanakan sesuai dengan apa yang
diamanahkan kepada mereka.
F. Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana
seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya
serta berniat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi itu (Robbins
(2003:92) dalam; Azlina & Desmiyawati, 2012). Menurut Mathis dan Jackson
(2001) dalam Azlina & Desmiyawati (2012) komitmen organisasi adalah tingkat
kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan
mempunyai keinginan untuk tetap ada dalam organisasi tersebut.
Keberhasilan pengelolaan organisasi sangatlah ditentukan oleh
keberhasilan dalam mengelolah SDM. Tinggi rendahnya komitmen karyawan
terhadap organisasi tempat bekerja, sangatlah menentukan kinerja yang akan
dicapai organisasi. Dalam dunia kerja komitmen karyawan memiliki pengaruh
yang sangat penting, bahkan ada beberapa organisasi yang berani memasukkan
unsur komitmen organisasi sebagai salah satu syarat untuk memegang
jabatan/posisi  yang ditawarkan dalam iklan lowongan kerja. Setiap pegawai
memiliki dasar dan perilaku yang berbeda tergantung pada komitmen organisasi
yang dimilikinya. Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi akan melakukan
usaha yang maksimal dan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi.
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Sebaliknya pegawai yang memiliki komitmen rendah akan melakukan usaha yang
tidak maksimal dengan keadaan terpaksa.
Menurut Meyer, Allen dan Smith (1993) dalam Tahir, dkk (2016) bahwa
ada tiga sumber komitmen organisasi yaitu :
1. Komitmen afektif (affective commitment) berkaitan dengan keterikatan
emosional  dan keterlibatan pegawai pada organisasi. Pegawai dengan
komitmen afektif yang tinggi akan selalu menjadi anggota dalam organisasi
tersebut karena memang memiliki keinginan untuk itu. Hal ini berarti bahwa
individu tersebut akan memiliki motivasi dan keinginan untuk berkontribusi
secara maksimal terhadap organisasi. Pada dimensi yang tinggi agar organisasi
menjadi lebih berkembang.
2. Komitmen kontinuan (continuance commitment), menunjukkan adanya
pertimbangan untung rugi dalam diri pegawai yang berkaitan dengan keinginan
untuk tetap bekerja atau keluar dari organisasi. Komitmen kontinuan
menunjukkan bahwa komitmen anggota organisasi lebih disebabkan biaya
hidup. Pegawai dengan komitmen kontinuan yang tinggi bertahan dalam
organisasi karena adanya kesadaran kerugian yang besar akan dialami jika
meninggalkan organisasi. Pegawai akan menghindari kerugian finansial dan
kerugian lain, sehingga memungkinkanya melakukan usaha yang tidak
maksimal.
3.  Komitmen normatif (normative commitment), berkaitan dengan perasaan wajib
untuk tetap bekerja dalam organisasi yang didasari pada adanya keyakinan
tentang apa yang benar serta berkaitan dengan masalah moral. Komitmen
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normatif menimbulkan perasaan kewajiban pada pegawai untuk memberi
balasan atas apa yang telah diterimanya dalam organisasi. Pegawai dengan
komitmen normatif yang tinggi akan tetap bertahan dalam organisasi karena
merasa itu adalah kewajibannya dan harus dilakukan sebagai balasan atas
keuntungan yang telah dia terima.
G. Rerangka Pikir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja,
kompetensi SDM dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating.
Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam model
berikut ini:
Gambar 1.1
H1
H2
H3
H4 H5 H6
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Pemerintah Daerah
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan dengan perhitungan statistik.
Penelitian kuantitatif menurut Indriantoro dan Supomo (2013) dapat diartikan
sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel
tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random,
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan.
2. Lokasi Penelitian
Dilakukan di Kantor SKPD Kab. Enrekang.
B. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-
masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian
deskriptif ini adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang
berkaitan dengancurrent status dari subjek yang diteliti. Tipe penelitian ini
umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasional),
kejadian atau prosedur (Indriantoro dan Supomo, 2013).
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C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Menurut Indriantoro dan Supomo (2013) populasi adalah sekelompok orang,
kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi
dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada 43 SKPD yang ada pada
Kab. Enrekang.
2. Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi wakil dari populasi
tersebut. Pengambilan sampel pada penelitian dilakukan dengan metode purposive
sampling, di mana sampel ditentukan dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.
Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan dan
perencanaan yang ada pada SKPD dengan memilih dinas untuk dijadikan sampel
penelitian. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan
kriteria sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pegawai yang
memiliki masa kerja minimal 1 tahun di Kantor SKPD Kab. Enrekang yang
memiliki aktivitas dalam anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja dan
telah menmpuh pendidikan minimal D3. Alasan dipilih kriteria ini adalah karena
pegawai yang telah bekerja minimal 1 tahun dapat dikatakan sudah mengetahui
dan mempelajari bagaimana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi,
sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai bagian keuangan
dan pegawai bagian perencanaan yang berjumlah 60 orang sebagai responden.
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D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subyek.
Menurut Indriantoro dan Supomo (2013) data subyek adalah jenis data penelitian
yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau
sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu
data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung
dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo,
2013). Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang akan dijawab
langsung oleh subyek penelitian melalui kuisioner.
E.Metode Pengumpulan Data
Pada penelitian ini fakta yang diungkap merupakan fakta aktual yaitu data
yang diperoleh dari kuesioner yang berbentuk daftar pertanyaan tertulis yang telah
dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, di mana sudah disediakan
alternatif jawaban dari pertanyaan yang telah disediakan sehingga responden
tinggal memilih. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan
untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang
pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Untuk memperoleh data yang sebenarnya
kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu dengan mendatangi
tempat responden yaitu Kantor SKPD Kab. Enrekang.
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F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Adapun
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
angket atau kuisioner. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel Anggaran
Berbasis Kinerja (X1), Kompetensi SDM (X2), Kejelasan Sasaran Anggaran
(X3), Komitmen Organisasi (M), dan Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah
(Y). Untuk mengukur pendapat responden digunakan 5 skala likert dengan
memberi skor dari jawaban kuesioner yang diisi responden dengan perincian
sebagai berikut:
Sangat Setuju (SS) = 5
Setuju (S) = 4
Ragu/Netral (R) = 3
Tidak Setuju (TS) = 2
Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
G.Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah
dinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang
ada sesuai pendekatan penelitian. Tujuan analisis data adalah mendapatkan
informasi yang relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan
hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data adalah suatu kegiatan
yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif. Analisis
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kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data yang
besar yang dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-
angka. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji
asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program IBM
SPSS 21 for windows.
1. Pengukuran Variabel
Pengukuran variabel menggunakan analisis deskriptif yang berisi tentang
bahasan secara deskriptif mengenai tanggapan yang diberikan responden pada
kuesioner dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum. Statistik deskriptif umumnya digunakan untuk memberikan
informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data
demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam analisis deskriptif
tergantung pada tipe skala construct yang digunakan dalam penelitian.Semua
variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin.
Menurut Sugiyono (2012) Skala likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert 5
poin dan cara penentuan rentang skala dengan rumus sebagai berikut:
C=Xņ˗ Xı
K
Keterangan :
C= Perkiraan besarnya kelas
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K= Banyaknya kelas
Xn= Nilai observasi terbesar
X1= Nilai observasi terkecil
2. Analisis Data Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai
variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (mean), nilai
minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian. Statistik
deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi
responden penelitian dan deskripsi setiap pernyataan kuesioner. Data tersebut
antara lain: usia, latar belakang pendidikan, masa kerja, jenis kelamin, dan data
mengenai deskripsi dari setiap pernyataan kuesioner
3. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas Data
Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuisioner yang digunakan
sebagai instrumen penelitian sehingga dapat dikatakan instrumen tersebut valid.
Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,
2013). Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut :
1) Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pernyataan tersebut
adalah valid.
2) Jika r hitung negatif dan r hitung < r tabel maka butir pernyataan tersebut
adalah tidak valid.
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b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur indikator variabel atau konstruk
dari suatu kuesioner. Suatu kuesioner reliabel atau handal jika jawaban terhadap
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013).
Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah one shot atau pengukuran sekali saja.
Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan
pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan. SPSS
memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik. Cronbach
Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan Cronbach
Alpha >0.60 atau lebih besar daripada 0.60.
4 Uji Asumsi Klasik
Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil yang
diperoleh tidak bisa langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena model regresi
harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi
klasik mencakup hal sebagai berikut:
a. Uji Normalitas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Uji
normalitas mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi
normal, kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid.
Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau
tidak yaitu dengan analisis grafik.  Analisis grafik dapat dilakukan dengan:
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1) Melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi
dengan distribusi yang mendekati distrbusi normal, dan
2) Normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari
distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus
diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis
diagonal. Jika distribusi data residual normal. Maka garis yang
menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya
(Ghozali, 2013). Cara lain adalah dengan uji statistik one-simple
kolmogorov-smirnov.
Dasar pengambilan keputusan dari one- simple kolmogorov-smirnov
adalah:
1) Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di atas tingkat signifikansi
0,05 menujukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut
memenuhi asumsi normalitas.
2) Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di bawah tingkat signifikansi
0,05 tidak menujukkan pola distribusi normal, maka model regresi
tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013).
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika
variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak
ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi
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antar sesama variable independen sama dengan nol. Salah satu cara mengetahui
ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat
nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor).
1) Jika nilai tolerance> 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa
tidak   terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut.
2) Jika nilai tolerance< 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan
multikolonieritas pada penelitian tersebut. (Ghozali, 2013).
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji
heteroskedastisitas dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel
terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan risidualnya SRESID. Deteksi ada
tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola
tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y
adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah risidual (Ghozali, 2013).
Cara lain yang dapat digunakan untuk uji heteroskedastisitas adalah dengan uji
glejser. Uji ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap
variabel dependen (Gujaranti, 2003 dalam Ghozali, 2013). Jika tingkat
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signifikannya di atas 0,05 maka model regresi tidak mengandung adanya
heteroskedastisitas.
5. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Linear Berganda
Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier
berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari
satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial
maupun simultan.
Rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen yaitu:
Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Keterangan :
Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
α = Konstanta
X1 = Anggaran Berbasis Kinerja
X2 = Kompetensi SDM
X3 = Kejelasan Sasaran Anggaran
β 1-β 3 = Koefisien regresi berganda
e = error term
b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak
Frucot dan Shearon (1991) dalam Ghozali (2013) mengajukan model regresi
yang agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai
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selisih mutlak dari variabel independen. Menurut Frucot dan Shearon (1991)
dalam Ghozali (2013) interaksi ini lebih disukai oleh karena ekspektasinya
sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X1 dan X2 dan berpengaruh
terhadap Y. Misalkan jika skor tinggi untuk variabel anggaran berbasis kinerja,
kompetensi SDM dan kejelasan sasaran anggaran berasosiasi dengan skor
rendah komitmen organisasi (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai
absolut yang besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel anggaran
berbasis kinerja, kompetensi SDM dan kejelasan sasaran anggaran berasosiasi
dengan skor tinggi dari komitmen organisasi (skor rendah). Kedua kombinasi ini
diharapkan akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis auditor.
Langkah uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan
persamaan regresi sebagai berikut:
Y = α + β1ZX1 + β2ZX2 + β3ZX3 + β4ZM + β5|ZX1-ZM| + β6|ZX2–ZM| +
β7|ZX3–ZM| + e
Keterangan:
Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ZX1 = Anggaran Berbasis Kinerja
ZX2 = Kompetensi SDM
ZX3 = Kejelasan Sasaran Anggaran
ZM = Standardize Komitmen Organisasi
|ZX1–ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut
perbedaan antara ZX1 dan ZM
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|ZX2–ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut
perbedaan antara ZX2 dan ZM
|ZX3–ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut
perbedaan antara ZX3 dan ZM
a = Kostanta
β = Koefisien Regresi
e = Error Term
Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji regresi
secara parsial (t-test):
1) Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2mempunyai interval
antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai besar (mendeteksi 1)
berarti variable bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R2 bernilai
kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen
sangat terbatas.
Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:
a) Jika Kd mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen tidak kuat.
b) Jika Kd mendekati satu (1) berarti pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen kuat.
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2) Uji Regresi Secara Simultan
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas
secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Menentukan kriteria uji hipotesis
dapat diukur dengan syarat:
a) Membandingkan t hitung dengan t table
(1) Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Artinya variabel
independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen
secara signifikan.
(2) Jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen
secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara
signifikan.
b) Melihat Probabilities Values
Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05:
(1) Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak
(2) Jika probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima
3) Uji Regresi Secara Parsial
Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan
pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.
Uji T adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel
dependen terhadap variabel dependen secara individu terhadap variabel
dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua
cara yang dapat dipilih yaitu:
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a) Membandingkan t hitung dengan t table
(1) Jika t hitung >t tabel maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh
signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel
dependen.
(2) Jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh
signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel
dependen
b) Melihat Probabilities Values
Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05:
(1) Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak
(2) Jika probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima
(3) Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan arah hipotesis (positif atau
negatif) walaupun berada dibawah tingkat signifikan, maka hipotesis
ditolak
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang
Sejak abad XIV, daerah ini disebut Massenrempulu yang arinya daerah
pinggiran gunung atau menyusur gunung, sedang sebutan Enrekang berasal dari
Endeg yang artinya naik dari atau panjat yang merupakan asal mulanya sebutan
Endekan. Sedangkan versi lain mengatakan bahwa kata Enrekang berasal dari
bahasa bugis yang artinya daerah pegunungan. Mengapa orang bugis mengatakan
demikian dapat dimengerti sebab lokasi kabupaten Enrekang + 85% dari seluruh
wilayah dikelilingi oleh gunung dan bukit yang membentang disepanjang wilayah
kabupaten Enrekang yang luasnya + 1.786.01 Km2.
Pelantikan bupati Enrekang yang pertama pada tanggal 19 Februari 1960
yang juga menjadi hari terbentuknya daerah kabupaten Enrekang dimana bupati
pertama dijabat oleh Andi Babba Mangopo. Sebelum terbentuknya menjadi
kabupaten berturut-turut mengalami perubahan bentuk yakni menurut sejarah
pada mulanya kabupaten Enrekang adalah merupakan suatu kerajaan besar yang
bernama Malepong Bulan yang bersifat Manurung, terdiri dari 7 kawasan yang
lebih dikenal dengan Pitu Massenrempulu terjadi kira-kira pada abad ke XIV yaitu
Endekan, Kassa, Batu Lappa, Duri, Maiwa, Letta dan Beringin. Sedangkan pada
masa kerajaan berubah menjadi Lima Massenrempulu yakni Endekan, Duri,
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a. Sebelah Utara      : Kabupaten Tanah Toraja
b. Sebelah Timur      : Kabupaten Luwu
c. Sebelah Selatan   : Kabupaten Sidrap
d. Sebelah Barat      : Kabupaten Pinrang
Secara keseluruhan Kabupaten Enrekang memiliki Wilayah seluas 1.786,01
km². Jika dibandingkan luas wilayah Sulawesi Selatan, maka luas wilayah
Kabupaten Enrekang sebesar 2,83 %. Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 12
kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang kecil
yaitu terdiri atas 129 wilayah desa/kelurahan.
3. Slogan Kabupaten Enrekang
Gelar Tana Rigalla Tana Riabbusungi adalah suatu keistimewaan gelar
yang diberikan oleh Raja Bone kepada kerajaan Enrekang. Kejadian bermula
ketika kerajaan Bone melakukan ekpansi militer di pusat kerajaan Enrekang, akan
tetapi mereka tidak berhasil karena terjadi pertempuran yang sengit di antara
mereka sendiri sebagai akibat dari strategi dan taktik perang yang dilakukan
kerajaan Enrekang dengan cara mengalirkan batang pisang yang ditancapkan obor
dari kemiri di sungai Mata Allo di malam hari. Karena gagal melakukan ekspansi
militer maka permintaan Raja Bone kepada Arung Enrekang untuk melakukan
adu kerbau yang dimenangkan oleh pihak kerajaan Enrekang dan akhirnya Raja
Bone ingin mengetahui tingkat kecerdasan pihak Enrekang untuk diperdengarkan
40 ekor ayam yang sama bunyinya dan tali yang terbuat dari abu. Semua
tantangan tersebut dipenuhi oleh pihak Kerajaan Enrekang sehingga Raja Bone
kagum dengan kejadian tersebut.
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Setelah kejadian tersebut, Raja Bone berkunjung ke Enrekang sebagai tanda
persahabatan. Dalam kunjungannya disambut oleh Arung Enrekang beserta
perangkat kerajaan dan pada waktu itulah Raja Bone memberikan gelar dengan
berkata Naiya Enrekang Tana Rigalla Lipu Riongko Tana Riabbusungi (Enrekang
adalah suatu negeri yang keramat dan tanah yang dihormati), Naiyya Tana
Makkah Tana Mapaccing Naiya Tana Enrekang Tana Salama (Sebagaimana
diketahui tanah Mekah adalah tanah yang suci sedang tanah Enrekang adalah
tanah yang diberkahi keselamatan). Sebagai bukti yang terkandung dalam
pemaknaan kalimat di atas adalah sangat diyakini dari dahulu sampai kini masih
banyak orang terlihat dari Bugis jika hendak memasuki rumah baru datang
mengambil tanah Enrekang yang terletak di area permulaan Endekan untuk
disimpan di tengah rumahnya dengan harapan kiranya diberkahi keselamatan
selama mendiami rumah yang baru ditempati.
4. Visi dan Misi
Visi Kabupaten Enrekang : “Kabupaten Enrekang sebagai daerah
agropolitan yang mandiri, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan”. Untuk
mewujudkan visi di atas, maka harus ditetapkan juga misi yang harus
mendapatkan perhatian seksama dimana tugas yang diemban oleh Pemerintah
Kabupaten Enrekang adalah :
1. Mewujudkan konsep pembangunan daerah agropolitan;
2. Mewujudkan kemandirian daerah;
3. Mengembangkan berbagai produk pertanian;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan.

60
1. Perisai dasar warna ungu melambangkan adalah diambil dari gelaran
Manurung Enrekang ”Lakamummu” yang berarti ungu karena
Enrekanglah mendapat kehormatan sebagai Ibu Kota dari lima
Kerajaan. Kerajaan kecil federasi tadi ( sekarang ibukota Kabupaten
Enrekang) dari ibukota inilah mencerminkan keseluruhan
Massenrempulu.
2. Lima Cincin Berantai melambangkan sejarah Pemerintahan
Massenrempulu Panca Tunggal, dulu lima Swapraja dan lima
kecamatan induk.
3. Warna-warna cincin melambangkan sejarah bahasa daerah
Massenrempulu yaitu tiga kecamatan bahasa Duri, satu bahasa
Enrekang dan satu bahasa Maiwa. Bahasa mana karena memang dari
satu rumpun, bias dimengerti oleh seluruh rakyat di wilayah ini.
4. Warna hitam yang terdapat pada lukisan ini melambangkan bahwa
warganya adalah sederhana di segala bidang.
5. Kris dan Klewang melambangkan pusaka nenek moyang yang
dianugerahkan Yang Maha Kuasa pada ke lima kerajaan. Kerajaan tadi
dan digelar ”Manurung”. (tiap-tiap kerajaan tadi mempunyai gelaran
tersendiri-sendiri), juga menggambarkan kepahlawanan warganya sejak
dulu kala dan menjadi pusaka turun temurun.
Massenrempulu adalah daerah yang mempunyai sejarah dan kepribadian
tersendiri. Massenrempulu jika dijalin dalam bahasa bugis Masinring Bulu
ataupun Mabbiring Bulu, artinya sebagian desanya terletak dikaki bukit seakan-
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akan bersandar dikaki gunung, demikian bentuk tersebut diatas mencerminkan
alam sekitarnya, sehingga terciptalah julukan ”Massenrempulu”. Pengertian
kiasan diatas diciptakan suatu lambang yang menggambarkan alam
keseluruhannya dari warganya, ekonominya, maupun sejarah budaya, politiknya
dan lain-lain.
Adapun arti dan makna dari lambang Kabupaten Enrekang secara garis
besar dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Keyakinan rakyatnya dilambagnkan oleh bintang sudut lima yang
artinya bahwa rakyat Massenrempulu pada umumnya beragama Islam.
2. Bintang sudut lima juga melambangkan kehidupan rakyatnya penuh
dengan cita-cita tinggi yang berlandaskan Pancasila.
3. Padi dan Kopi melambangkan kemakmuran, kerukunan dan
kesejahteraan yang didambakan oleh masyarakat. Didalam lambang
Kabupaten Enrekang tersebut terdapat dan tersiratlah angka-angka
keramat bagi kita bangsa Indonesia yaitu :
1. Gambar Biji Padi sebanyak 28
2. Gambar Daun Kopi sebanyak 11
3. Gambar Biji Kopi sebanyak 45
4. Jumlah Gambar sebanyak 8
62
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Enrekang
Struktur Organisasi Kabupaten Enrekang
Pemerintah Kabupaten Enrekang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretiat
Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor, Badan, Dinas, Kecamatan, Inspektorat,dan
Bupati
Wakil Bupati
Sekretaris
Daerah
Kepala SKPD
Staf Ahli
Kepala
Bagian
Asisten
Kepala Saksi
Asisten
Perekonomian
dan
Pembangunan
1. Adm.
Pemerintah
2. Adm.
Hukum &
Perundang-
undangan
Asisten Bidang
Pemerintah
1. Adm.
Keuangan
2. Adm.
Umum
3. Adm.
Pengelolaa
n Aset
4. Adm.
Organisasi
Asisten
Administrasi
Umum
1. Adm.
Kesejahteraan
Masyarakat
2. Adm.
Pembangunan
3. Adm.
Kesejahteraan
Ekonomi
Staf
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Rumah Sakit Umum. Struktur diatas menjasi landasan alur pemerintahan pada
pemerintah kabupaten Enrekang.
Pada penelitian ini, data yang diperoleh dan yang dapat diolah peneliti
hanya 10 SKPD. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala diantaranya yaitu
keterbatasan waktu, masalah perizinan yang rumit, serta kesibukan dan kunjungan
kerja para pegawai pada SKPD. Berikut daftar 10 SKPD tersebut :
a. Dinas Kesehatan
b. Dinas Pertanian
c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
d. Dinas Perhubungan
e. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
f. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruangan
g. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
B. Gambaran Responden
1. Karakteristik Responden
Kousioner yang dibagikan berjumlah 60 dengan pembagian sebagai berikut:
Tabel 4.1
Data Distribusi Kuesioner
No Keterangan Jumlah
Kuesioner
Persentase
1 Kuesioner yang disebarkan 60 100 %
2 Kuesioner yang tidak kembali 0 0 %
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3 Kuesioner yang kembali 60 100 %
4 Kuesioner yang cacat 0 0 %
5 Kuesioner yang dapat diolah 60 100
%n sampel = 60
Responden Rate = (60/60) x 100% = 100%
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 60
butir dan jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah adalah sebanyak 60
butir atau tingkat pengembalian yang diperoleh adalah 100% dari total yang
disebarkan. Sedangkan kuesioner yang tidak kembali adalah 0 butir atau tingkat
yang  diperoleh sebesar 0%.
Terdapat 4 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini,
yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih
lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut:
a. Jenis Kelamin
Tabel 4.3
KarakteristiK Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-laki 21 35 %
2 Perempuan 39 65 %
Jumlah 60 100%
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak
adalah responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 39 orang atau
sebesar 65% sedangkan sisanya yakni 34 orang atau sebesar 35% merupakan
responden laki-laki. Adanya kebijakan pemerintah dalam hal persamaan gender
atau emansipasi, dimana hak bekerja atau mendapatkan pekerjaan pada
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perempuan dengan laki-laki adalah sama. Kebijakan ini kemudian menjadi daya
dorong tersendiri bagi para pegawai perempuan untuk mendapatkan jenis
pekerjaan yang sama dengan pegawai laki-laki.
b. Usia
Tabel 4.3
KarakteristiK Responden Berdasarkan Usia
No Usia Jumlah Persentase
1 20-30 Tahun 21 35 %
2 31-40 Tahun 23 38,33%
3 41-50 Tahun 14 23,33%
4 >50 tahun 2 3,34 %
Jumlah 60 100 %
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa usia responden yang berpartisipasi dalam
proses penyusan anggaran dan akuntabilitas kinerja didominasi oleh usia 31-40
yakni 23 orang atau sebesar 38,33%.
c. Tingkat Pendidikan
Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
1 D3 5 8.33 %
2 S1 52 86,67 %
3 S2 3 5 %
4 S3 0 0
Jumlah 60 100 %
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang paling
banyak berada pada strata 1 (S1) sebanyak 52 responden. Hal ini berarti bahwa
tingkat pendidikan sejalan dengan pemahaman etika pegawai, kemampuan
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menelaah norma-norma etis di masyarakat khususnya di tempat kerja menjadi hal
yang utama. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi pula dapat menjadi
ukuran seseorang dalam memahami dan melaksanakan pekerjaan dengan baik.
d. Masa Kerja
Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja
No Masa Kerja Jumlah Persentase
1 0-5 Tahun 32 53,33 %
2 6-10 Tahun 20 33,33 %
3 >10 Tahun 8 13,34 %
Jumlah 60
53
100    %
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Tabel 4.5 menunjukkan tingkat masa kerja responden yang paling banyak
berada pada 0-5 tahun yaitu sebanyak 32 responden atau sebesar 53,33%. Kinerja
pegawai yang dibedakan dalam masa kerja memiliki kemampuan yang berbeda
dalam   mengetahui   tujuan   utama pekerjaannya.   Kemampuan pegawai
dengan masa kerja yang  lebih lama mampu menguraikan pekerjaan, dimana
pegawai tersebut lebih paham tugas/pekerjaan mana yang lebih diutamakan. Hal
sebaliknya terjadi pada pegawai dengan masa kerja yang terbilang baru, para
pegawai pada tingkat ini masih mengalami kesulitan dalam mengelola sejauh
mana tugas dikerjakan. Walaupun demikian, pegawai dengan masa kerja yang
lebih lama akan lebih mudah melakukan kesenjangan anggaran, karena pegawai
pada tingkat ini lebih mengutamakan kuantitas pekerjaan yang lebih sedikit. Dan
justru sebaliknya pegawai dengan masa kerja yang masih baru masih berusaha
meningkatkan kualitas pekerjaannya.
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2. Analisis Deskriptif
a.  Analisis Deskriptif Variabel
Deskripsi variabel dari 60 responden dalam penelitian dapat dilihat pada table
berikut:
Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Variabel
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation
Anggaran Berbasis
Kinerja
60 25 40 34,15 3,817
Kompetensi SDM 60 18 30 24,97 2,934
Kejelasan Sasaran
Anggaran
60 24 35 29,42 2,895
Komitmen Organisasi 60 16 30 24,67 3,317
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
60 36 50 43,57 3,422
Valid N (listwise) 60
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
Tabel 4.6 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel
penelitian. Berdasarkan tabel 4.6, hasil analisis dengan menggunakan statistik
deskriptif terhadap anggaran berbasis kinerja menunjukkan nilai minimum sebesar
25, nilai maksimum sebesar 40, mean (rata-rata) sebesar 34,15 dengan standar
deviasi sebesar 3,82. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik
deksriptif terhadap variabel Kompetensi SDM menunjukkan nilai minimum
sebesar 18, nilai maksimum sebesar 30, mean (rata-rata) sebesar 24,97 dengan
standar deviasi sebesar 2,93. Variabel kejelasan sasaran anggaran menunjukkan
nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 35, mean (rata-rata) sebesar
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29,42 dengan standar deviasi sebesar 2,89. Variabel komitmen organisasi
menunjukkan nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 30, mean (rata-
rata) sebesar 24,67 dengan standar deviasi sebesar 3,32. Sedangkan variabel
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan nilai minimum sebesar 36,
nilai maksimum sebesar 50, mean (rata-rata) sebesar 43,57 dengan standar deviasi
sebesar 3,42.
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada
pada variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yakni 43,57, sedang yang
terendah adalah variabel komitmen organisasi yaitu 24,67. Untuk standar deviasi
tertinggi berada pada anggaran berbasis kinerja yaitu 3,82 dan yang terendah
adalah kejelasan sasaran anggaran yaitu 2,89.
b. Analisis Deskriptif Pernyataan
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah anggaran berbasis
kinerja, kompetensi SDM, kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Distribusi frekuensi atas jawaban
responden dari hasil tabulasi skor data. Berdasarkan rumus yang digunakan yaitu :
5 - 1
C   = = 0,8
5
Hasil perhitungan rentang skala menunjukkan nilai 0,8 dengan demikian
rentang skala 0,8 tersebut dapat dijelaskan nilai numeriknya sebagai berikut:
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Tabel 4.7
Ikhtisar Rentang Skala Variabel
Rentang AnggaranBerbasis
Kinerja
Kompetensi
SDM KejelasanSasaran
Anggaran
Komitmen
Organisasi
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
1 ≤ X < 1,80
1,80 ≤ X < 2,60
2,61 ≤ X < 3,40
3,41 ≤ X < 4,20
4,21 ≤ X < 5
SR
R
S
T
ST
SR
R
S
T
ST
SR
R
S
T
ST
SR
R
S
T
ST
SR
R
S
T
ST
Keterangan : SR : Sangat Rendah S : Sedang ST   : Sangat Tinggi
R   : Rendah T   :  Tinggi
2) Analisis Deskriptif Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1)
Analisa deskripsi terhadap variabel anggaran berbasis kinerja terdiri dari 8
item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai
anggaran berbasis kinerja. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat
hasilnya sebagai berikut:
Tabel 4.8
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Anggaran Berbasis Kinerja
Item
Pernyataan
Frekuensi dan Persentase Skor Mean KetSTS TS R S SS
ABK1 29 31 271 4,52 ST48,3% 51,7%
ABK2 1 2 28 29 265 4,42 ST1,7% 3,3% 46,7% 48,3%
ABK3 3 28 29 263 4,38 ST5% 46,7% 48,3%
ABK4 1 5 30 24 257 4,28 ST1,7% 8,3% 50% 40%
ABK5 3 7 30 20 247 4,12 T5% 11,7% 50% 33,3%
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ABK6 2 5 32 21 252 4,2 T3,3% 8,3% 53,3% 35%
ABK7 4 5 32 19 246 4,1 T6,7% 8,3% 53,3% 31,7%
ABK8 4 7 26 23 248 4,13 T6,7% 11,7% 43,3% 38,3%
Rata-Rata Keseluruhan 4,27 ST
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 60 orang responden yang
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada
anggaran Berbasis Kinerja (X1) berada pada daerah tinggi dengan skor 4,27. Hal
ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap
anggaran berbasis kinerja. Pada indikator pertama untuk anggaran berbasis
kinerja, pegawai SKPD menganggap bahwa anggaran berbasis kinerja telah
disusun dengan baik karena mereka menganggap bahwa SKPD memiliki tujuan
yang sudah jelas, selaras dengan visi dan misi, menjadi dasar utama pembuatan
target dan indikator kinerja pada pelaksanaan aktivitas yang dituangkan dalam
penyusunan anggaran berbasis kinerja. Pada variabel ini terlihat bahwa nilai
indeks tertinggi menunjukkan bahwa pegawai pada satuan kerja instansi
pemerintah telah menjalankan anggaran berbasis kinerja sebesar 4,52.
3) Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi SDM (X2)
Analisa deskripsi terhadap variabel kompetensi SDM terdiri dari 6 item
pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai kompetensi
SDM. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai
berikut:
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Tabel 4.9
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kompetensi SDM
Item
Pernyataan
Frekuensi dan Persentase Skor Mean KetSTS TS R S SS
KSDM1 1 3 34 22 257 4,28 ST1,7% 5% 56,7% 36,7%
KSDM2 3 12 31 14 236 3,93 T5% 20% 51,7% 23,3%
KSDM3 4 14 29 13 231 3,85 T6,7% 23,3% 48,3% 21,7%
KSDM4 2 12 38 8 232 3,87 T3,3% 20% 63,3% 13,3%
KSDM5 4 22 34 270 4,5 ST6,7% 36,7% 56,7%
KSDM6 3 1 17 39 272 4,53 ST5% 1,7% 28,3% 65%
Rata-Rata Keseluruhan 4,16 T
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 60 orang responden yang diteliti,
secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada Kompetensi
SDM (X2) berada pada daerah tinggi dengan skor 4,16. Hal ini berarti bahwa
responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap kompetensi SDM.
Pada variabel kompetensi SDM, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,53
terdapat pada item 6, dimana pegawai SKPD menganggap bahwa mereka mereka
menolak setiap gratifikasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab
mereka mampu menjalankan dan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan untuk
diri mereka yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
4) Analisis Deskriptif Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)
Analisa deskripsi terhadap variabel kejelasan sasaran anggaran terdiri dari 7
item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai
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kejelasan sasaran anggaran. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat
dilihat hasilnya sebagai berikut:
Tabel 4.10
Diskripsi Item Pernyataan Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran
Item
Pernyataan
Frekuensi dan Persentase Skor Mean KetSTS TS R S SS
KSA1 3 6 35 16 244 4,07 T5% 10% 58,3% 26,7%
KSA2 8 37 15 247 4,12 T13,3% 61,7% 25%
KSA3 1 1 30 28 265 4,42 ST1,7% 1,7% 50% 46,7%
KSA4 1 3 28 28 263 4,38 ST1,7% 5% 46,7% 46,7%
KSA5 1 1 34 24 261 4,35 ST1,7% 1,7% 56,7% 40%
KSA6 5 7 33 15 238 3,97 T8,3% 11,7% 55% 25%
KSA7 1 6 38 15 247 4,12 T1,7% 10% 63,3% 25%
Rata-Rata Keseluruhan 4,20 T
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 60 orang responden yang
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) berada pada daerah tinggi dengan skor 4,20. Hal
ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap
kejelasan sasaran anggaran. Pada variabel kejelasan sasaran anggaran, terlihat
bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,38 terdapat pada item 4 yang menyatakan
bahwa pegawai satuan kerja instansi pemerintah menganggap ada batas waktu
yang telah ditentukan untuk setiap program dimana sasaran anggaran dinyatakan
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secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut dapat
dicapai.
5) Analisis Deskriptif Variabel Komitmen Organisasi (M)
Analisa deskripsi terhadap variabel komitmen organisasi terdiri dari 6 item
pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai komitmen
organisasi. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya
sebagai berikut:
Tabel 4.11
Diskripsi Item Pernyataan Variabel Komitmen Organisasi
Item
Pernyataan
Frekuensi dan Persentase Skor Mean KetSTS TS R S SS
KO1 5 32 23 258 4,3 ST8,3% 53,3% 38,3%
KO2 1 9 31 19 248 4,13 T1,7% 15% 51,7% 31,7%
KO3 1 11 35 13 240 4,0 T1,7% 18,3% 58,3% 21,7%
KO4 10 30 20 253 4,22 ST16,7% 50% 33,3%
KO5 1 11 22 26 253 4,22 ST1,7% 18,3% 36,7% 43,3%
KO6 2 18 27 13 231 3,85 T3,3% 30% 45% 21,7%
Rata-Rata Keseluruhan 4,12 T
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 60 orang responden yang
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada
Komitmen Organisasi (M) berada pada daerah tinggi dengan skor 4,12. Hal ini
berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap
komitmen organisasi. Pada variabel komitmen organisasi, terlihat bahwa nilai
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indeks tertinggi sebesar 4,3 terdapat pada item 1 yang menyatakan bahwa pegawai
satuan kerja instansi pemerintah merasa bahwa nilai-nilai yang mereka anut
sangat mirip dengan nilai-nilai yang ada pada organisasi dan organisasi ini benar-
benar memberikan inspirasi yang terbaik bagi diri mereka dalam mencapai
prestasi kerja.
6) Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
Analisa deskripsi terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
terdiri dari 10 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden
mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai rata-rata hasil
pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:
Tabel 4.12
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Item
Pernyataan
Frekuensi dan Persentase Skor Mean KetSTS TS R S SS
AKIP1 1 38 21 260 4,3 ST1,7% 63,3% 35%
AKIP2 1 28 31 270 4,5 ST1,7% 46,7% 51,7%
AKIP3 3 30 27 264 4,4 ST5% 50% 45%
AKIP4 3 25 32 269 4,48 ST5% 41,7% 53,3%
AKIP5 5 30 25 260 4,3 ST8,3% 50% 41,7%
AKIP6 30 30 270 4,5 ST50% 50%
AKIP7 2 31 27 265 4,42 ST3,3% 51,7% 45%
AKIP8 4 39 17 253 4,22 ST6,7% 65% 28,3%
AKIP9 1 13 32 14 239 3,98 T
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1,7% 21,7% 53,3% 23,3%
AKIP10 2 32 26 264 4,4 ST3,3% 53,3% 43,3%
Rata-Rata Keseluruhan 4,35 ST
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 60 orang responden
yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan
pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) berada pada daerah tinggi
dengan skor 4,35. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang
cukup baik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada variabel
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi
sebesar 4,5 terdapat pada item 2 dan 6 yang menyatakan bahwa pegawai satuan
kerja instansi pemerintah menganggap bahwa akuntabilitas kinerja instansi
pemrintah didukung oleh kejelasan sasaran anggaran suatu program yang harus
dimengerti leh semua aparat dan pemimpin dan juga membuat laporan kepada
atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.
C. Hasil Uji Kualitas Data
Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi
data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan
instrument penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas da uji
reliabilitas.
1. Uji Validitas
Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang
akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner dapat
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dikatakan valid   jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan
sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui item pernyataan
itu valid dengan melihat nilai Corrected Item Total Corelation. Apabila item
pernyataan mempunyai r hitung > dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Pada
penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 60 responden dan besarnya df dapat
dihitung 60–2 = 58 dengan df = 58 dan alpha = 0,05 didapat r tabel = 0,214. Jadi,
item pernyataan yang valid mempunyai r hitung lebih besar dari 0,214. Adapun
hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:
Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas
Variabel Item R Hitung R Tabel Keterangan
Anggaran Berbasis
Kinerja
ABK1 0,497 0,214 Valid
ABK2 0,710 0,214 Valid
ABK3 0,689 0,214 Valid
ABK4 0,665 0,214 Valid
ABK5 0,684 0,214 Valid
ABK6 0,681 0,214 Valid
ABK7 0,533 0,214 Valid
ABK8 0,752 0,214 Valid
Kompetensi SDM KSDM1 0,601 0,214 Valid
KSDM2 0,786 0,214 Valid
KSDM3 0,679 0,214 Valid
KSDM4 0,571 0,214 Valid
KSDM5 0,629 0,214 Valid
KSDM6 0,744 0,214 Valid
Kejelasan Sasaran
Anggaran
KSA1 0,507 0,214 Valid
KSA2 0,529 0,214 Valid
KSA3 0,669 0,214 Valid
KSA4 0,592 0,214 Valid
KSA5 0,575 0,214 Valid
KSA6 0,611 0,214 Valid
KSA7 0,714 0,214 Valid
Komitmen Organisasi KO1 0,619 0,214 Valid
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KO2 0,866 0,214 Valid
KO3 0,786 0,214 Valid
KO4 0,777 0,214 Valid
KO5 0,815 0,214 Valid
KO6 0,716 0,214 Valid
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
AKIP1 0,551 0,214 Valid
AKIP2 0,655 0,214 Valid
AKIP3 0,585 0,214 Valid
AKIP4 0,528 0,214 Valid
AKIP5 0,620 0,214 Valid
AKIP6 0,619 0,214 Valid
AKIP7 0,643 0,214 Valid
AKIP8 0,630 0,214 Valid
AKIP9 0,428 0,214 Valid
AKIP10 0,731 0,214 Valid
Tabel 4.12 tersebut memperlihatkan bahwa seluruh item pernyataan
memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar daripada R-
tabel. Hal   ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat
dilakukan pengujian data lebih lanjut.
2. Uji Reliabilitas
Uji Reabilitas digunakan untuk mengukur suatu kousioner yang merupakan
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu koesioner dikatakan reliable atau
handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil
dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan meggunakan metode
Alpa Cronbach yakni suatu instumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien
keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data
dapat dilihat pada tabel berikut :
78
Tabel 4.14
Hasil Uji Reliabilitas
No Variabel Cronbach'Alpha Keterangan
1 Anggaran Berbasis Kinerja 0,805 Reliabel
2 Kompetensi SDM 0,755 Reliabel
3 Kejelasan Sasaran Anggaran 0,730 Reliabel
4 Komitmen Organisasi 0,857 Reliabel
5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 0,792 Reliabel
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai cronbach’ alpha dari semua
variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari
koesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel anggaran berbasis kinerja,
kompetensi SDM, kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu dinyatakan handal atau dapat
dipercaya sebagai alat ukur variabel.
D. Uji Asumsi Klasik
Sebelum menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda untuk
uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi
klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam
analisis regresi linear terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji
normalitas data secara statistik, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi
normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi
secara normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian
one sample kolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka
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yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos
normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai
signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian
normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar > 0,05. Pengujian normalitas data
juga dilakukan dengan menggunakan grafik yaitu histogram.
Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik sederhana dapat
disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji
statistik menggunakan nilai Kolmogorov-smirnov. Dari tabel 4.15 dapat dilihat
signifikansi nilai Kolmogorov-smirnov yang diatas tingkat kepercayaan 5%
yaitu sebesar 0,942, hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.
Tabel 4.15
Hasil Uji Normalitas – One Sample Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 60
Normal Parametersa,b
Mean 0E-7
Std.
Deviation
2,05230580
Most Extreme
Differences
Absolute ,068
Positive ,068
Negative -,048
Kolmogorov-Smirnov Z ,529
Asymp. Sig. (2-tailed) ,942
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Output SPSS (21)
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Gambar 4.2 menunjukkan bahwa adanya titik-titik (data) yang tersebar di
sekitar garis  diagonal dan  penyebaran  titik-titik tersebut  mengikuti arah  garis
diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini
memenuhi asusmsi normalitas berdasarkan analisis grafik normal probability plot.
2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel  bebas (independen).  Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.
Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance Value atau Variance
Inflation Factor (VIF), sebagai berikut:
a. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa
tidak terdapat multikoliniearitas pada penelitian tersebut.
b. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa
terdapat multikoliniearitas pada penelitian tersebut.
Tabel 4.16
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
Anggaran Berbasis Kinerja ,459 2,179
Kompetensi SDM ,604 1,657
Kejelasan Sasaran
Anggaran
,444 2,254
Komitmen Organisasi ,891 1,123
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
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Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.3 menunjukkan bahwa grafik
scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana
titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas ataupun dibawah angka
0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas
pada model regresi, sehingga regresi layak dipakai untuk memprediksi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan anggaran berbasis kinerja,
kompetensi SDM, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi.
Untuk menguji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji glejser.
Hasil pengujiannya akan disajikan dalam tabel 4.17. Jika nilai signifikansi lebih
besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.
Tabel 4.17
Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardize
d
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 2,659 2,054 1,295 ,201
Anggaran
Berbasis
Kinerja
-,061 ,067 -,176 -,909 ,367
Kompetensi
SDM
,100 ,076 ,222 1,315 ,194
Kejelasan
Sasaran
Anggaran
,003 ,090 ,008 ,039 ,969
Komitmen
Organisasi
-,066 ,055 -,165 -1,186 ,241
a. Dependent Variable: AbsRes
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
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Hasil uji Glejser pada Tabel 4.17 di atas, dapat diketahui bahwa
probabilitas untuk semua variabel independen tingkat signifikansinya diatas
tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak
mengandung adanya heteroskedastisitas.
E. Hasil Uji Hipotesis
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2 dan H3
menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen
(anggaran berbasis kinerja, kompetensi SDM, dan kejelasan sasaran anggaran)
terhadap variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah), sedangkan
untuk menguji hipotesis H4, H5 dan H6 menggunakan moderasi dengan
pendekatan absolut residual atau uji nilai selisih mutlak. Uji hipotesis ini dibantu
dengan menggunakan program SPSS versi 21.
1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1, H2 dan H3
Pegujian hipotesis H1, H2 dan H3 dilakukan dengan analisis regresi berganda
pengaruh anggaran berbasis kinerja, kompetensi SDM dan kejelasan sasaran
anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian
tersebut ditampilkan sebagai berikut:
Tabel 4.18
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,772a ,596 ,574 2,233
a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi SDM,
Anggaran Berbasis Kinerja
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
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Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai R adalah 0,772
atau 77,2% menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi , angka ini termasuk
kedalam kategori berpengaruh kuat karena berada pada interval 0,60 - 0,799. Hal
ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja, kompetensi SDM, dan
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh kuat terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.18 menunjukkan
nilai R Square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan variabel bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat
(dependent). Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,596, hal
ini berarti bahwa 59,6% yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dipengaruhi oleh variabel anggaran berbasis kinerja, kompetensi
SDM, dan kejelasan sasaran anggaran. Sisanya sebesar 40,4% dipengaruhi oleh
variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.
Tabel 4.19
Hasil Uji F – Uji Simultan
ANOVAa
Model Sum of
Squares
Df Mean
Square
F Sig.
1
Regression 411,621 3 137,207 27,529 ,000b
Residual 279,112 56 4,984
Total 690,733 59
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
b. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi SDM,
Anggaran Berbasis Kinerja
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi
berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 27,529 dengan tingkat signifikansi
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0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dimana nilai F Hitung (27,529) lebih besar
daripada nilai F tabelnya sebesar 2,77 (df1=4-1=3 dan df2=60-4=56), maka H0
ditolak dan Ha diterima. Berarti variabel anggaran berbasis kinerja, kompetensi
SDM dan kejelasan sasaran anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Tabel 4.20
Hasil Uji T – Uji Parsial
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardize
d
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 15,337 3,163 4,849 ,000
Anggaran Berbasis
Kinerja
,248 ,112 ,277 2,210 ,031
Kompetensi SDM ,405 ,123 ,347 3,287 ,002
Kejelasan Sasaran
Anggaran
,328 ,151 ,277 2,175 ,034
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat dianalisis model estimasi
sebagai berikut :
Y = 15,337 + 0,248 X1 + 0,405 X2 + 0,328 X3 + e
Keterangan :
Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
X1 = Anggaran Berbasis Kinerja
X2 = Kompetensi SDM
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X3 = Kejelasan Sasaran Anggaran
a = Konstanta
b1, b2 = Koefisien regresi
e = Standar error
Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa :
a. Nilai konstanta sebesar 15,337 mengindikasikan bahwa jika variabel
independen (anggaran berbasis kinerja, kompetensi SDM dan kejelasan
sasaran anggaran) adalah nol maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
akan terjadi sebesar 15,337.
b. Koefisien regresi variabel anggaran berbasis kinerja (X1) sebesar 0,248
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel anggaran
berbasis kinerja akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebesar 0,248.
c. Koefisien regresi variabel kompetensi SDM (X2) sebesar 0,405
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kompetensi
SDM akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar
0,405.
d. Koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran (X3) sebesar 0,328
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kejelasan
sasaran anggaran akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebesar 0,328.
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Hasil inteaksi atas hipotesis penelitian (H1, H2 dan H3) yang diajukan dapat
dilihat sebagai berikut :
a. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (H1)
Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel anggaran berbasis
kinerja memiliki t hitung sebesar 2,210 > t tabel sig. α=0,05 dan df = n-k, yaitu
60-4=56 t tabel 1,672 dengan tingat signifikansi 0,031 yang lebih kecil dari
0,05, maka Ha diterima. Hal ini berarti bahwa anggaran berbasis kinerja
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian
hipotesis pertama yang mengatakan anggaran berbasis kinerja berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terbukti. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa semakin baik anggaran berbasis kinerja maka akan semakin
baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
b. Kompetensi SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (H2)
Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel kompetensi SDM
memiliki t hitung sebesar 3,287 > t tabel sig. α=0,05 dan df = n-k, yaitu 60-4=56
t tabel 1,672 dengan tingat signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05, maka
Ha diterima. Hal ini berarti kompetensi SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hipotesis pertama yang mengatakan
kompetensi SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi yang
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dimiliki pegawai SKPD maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.
c. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel kejelasan sasaran
anggaran memiliki t hitung sebesar 2,175 > t tabel sig. α=0,05 dan df = n-k,
yaitu 60-4=56 t tabel 1,672 dengan tingat signifikansi 0,034 yang lebih kecil
dari 0,05, maka Ha diterima. Hal ini kejelasan sasaran anggaran berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hipotesis
pertama yang mengatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terbukti. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka akan semakin
baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak
terhadap Hipotesis Penelitian H4, H5dan H6
Frucot dan Shearon dalam (Ghozali, 2013) mengajukan model regresi
yang agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan nilai selisih
mutlak dari variabel independen. Menurut Frucot dan Shearon (Ghozali, 2013)
interaksi ini lebih disukai oleh karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan
dengan kombinasi antara X1 dan X2 dan berpengaruh terhadap Y. Misalkan jika
skor tinggi untuk variabel anggaran berbasis kinerja, kompetensi SDM dan
kejelasan sasaran anggaran berasosiasi dengan skor rendah komitmen organisasi
(skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang besar. Hal ini juga
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akan berlaku skor rendah dari variabel anggaran berbasis kinerja, kompetensi
SDM dan kejelasan sasaran anggaran dengan skor tinggi dari komitmen organisasi
(skor rendah). Kedua kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pembahasan terkait pengujian hipotesis yang melibatkan variabel moderasi
dapat dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 4.20
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,837a ,701 ,660 1,994
a. Predictors: (Constant), AbsX3_M, Zscore: Anggaran Berbasis Kinerja,
Zscore: Kompetensi SDM, AbsX2_M, AbsX1_M, Zscore: Komitmen
Organisasi, Zscore: Kejelasan Sasaran Anggaran
Sumber: Output SPSS (2018)
Berdasarkan tabel diatas nilai R adalah 0,837 atau 83,7% yang menurut
pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori
berpengaruh kuat karena berada pada interval 0,80 – 1,000. Hal ini menunjukkan
bahwa variabel Zscore: Anggaran Berbasis Kinerja, Zscore: Kompetensi SDM,
Zscore: Kejelasan Sasaran Anggaran, Zscore: Komitmen Organisasi, AbsX1_M,
AbsX2_M, dan AbsX3_M berpengaruh kuat terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Hasil uji koefisien determinasi diatas menunjukkan R2 (R
Square) sebesar 0,701 yang berarti akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan oleh
variabel Zscore: Anggaran Berbasis Kinerja, Zscore: Kompetensi SDM, Zscore:
Kejelasan Sasaran Anggaran, Zscore: Komitmen Organisasi, AbsX1_M,
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AbsX2_M, dan AbsX3_M sekitar 70,1% dan sisanya 29,9% dipengaruhi oleh
variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.
Tabel 4.22
Hasil Uji F – Uji Simultan
ANOVAa
Model Sum of
Squares
Df Mean
Square
F Sig.
1
Regression 484,001 7 69,143 17,392 ,000b
Residual 206,732 52 3,976
Total 690,733 59
a.    Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
b. Predictors: (Constant), AbsX3_M, Zscore: Anggaran Berbasis Kinerja,
Zscore: Kompetensi SDM, AbsX2_M, AbsX1_M, Zscore: Komitmen
Organisasi, Zscore: Kejelasan Sasaran Anggaran
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
Hasil Anova atau F test menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 17,392
dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh dibawah 0,05. Hal ini berarti bahwa
variabel AbsX3_M, Zanggaran berbasis kinerja, Zkompetensi SDM, AbsX2_M,
AbsX1_M, Zkomitmen organisasi, Zkejelasan sasaran anggaran secara bersama-
sama atau simultan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Tabel 4.23
Hasil Uji T – Uji Parsial
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std.
Error
Beta
1
(Constant) 9,462 3,584 2,640 ,011
Zscore: Anggaran
Berbasis Kinerja
,233 ,102 ,260 2,293 ,026
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Zscore: Kompetensi
SDM
,323 ,114 ,277 2,831 ,007
Zscore: Kejelasan
Sasaran Anggaran
,341 ,140 ,288 2,430 ,019
Zscore: Komitmen
Organisasi
,299 ,086 ,290 3,486 ,001
AbsX1_M ,790 ,452 ,190 1,749 ,086
AbsX2_M -,970 ,449 -,236 -2,163 ,035
AbsX3_M ,962 ,423 ,197 2,272 ,027
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
a. Interaksi antara komitmen organisasi dan anggaran berbasis kinerja
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (H4)
Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.23 menunjukkan
bahwa variabel moderating AbsX1_M mempunyai t hitung sebesar 1,749 < t tabel
2,007 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,086 yang lebih besar dari 0,05, maka
Ha ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel komitmen organisasi bukan merupakan
variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel
anggaran berasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi
hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memoderasi
anggaran berbasis kinerja terhadapa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak
terbukti atau ditolak.
b. Interaksi antara komitmen organisasi dan kompetensi SDM terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (H5)
Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.23 menunjukkan
bahwa variabel moderating AbsX2_M mempunyai t hitung sebesar -2,163 > t
tabel 2,007 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035 yang lebih kecil dari 0,05,
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maka Ha diterima. Hal ini berarti bahwa variabel komitmen organisasi merupakan
variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel
kompetensi SDM terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi
hipotesis keempat (H5) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memoderasi
kompetensi SDM terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terbukti atau
diterima.
c. Interaksi antara komitmen organisasi dan kejelasan sasaran anggaran terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.23 menunjukkan
bahwa variabel moderating AbsX3_M mempunyai t hitung sebesar 2,272 > t tabel
2,007 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,027 yang lebih kecil dari 0,05, maka
Ha diterima. Hal ini berarti bahwa variabel komitmen organisasi merupakan
variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel
kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi
hipotesis keempat (H5) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memoderasi
kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
terbukti atau diterima.
F. Pembahasan
1. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah anggaran
berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandarlized variabel
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anggaran berbasis kinerja sebesar 0,248 dan signifikansi t sebesar 0,031.
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti
bahwa semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka akan dapat
menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja akan
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena aggaran
berbasis kinerja akan berdampak terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah terkait
sebagai fungsi pemberi pelayanan kepada masyarakat yang menjadikan lingkup
anggaran relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Melalui reformasi
anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujudnya
pemerintah yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintah yang efektif,
efisien, profesional dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan prima
dalam proses penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pengangaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis
dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan
organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkannya. Dengan
diterapkannya anggaran berbasis kinerja, pemerintah berharap anggaran
digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik
sehingga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mengacu
pada teori penetapan tujuan yang menyatakan bahwa dengan penentuan sasaran
95
yang spesifik, seseorang akan mampu membandingkan apa yang telah dilakukan
dengan sasaran itu sendiri, dan kemudian menentukan dimana posisinya saat itu.
Goal setting dapat membantu individu untuk melihat hasil kerja saat ini dan
membandingkannya dengan hasil kerja di masa lalu. Dalam organisasi publik,
goal setting berpengaruh pada kinerja pegawai, dimana salah satu bentuk nyata
dari penerapan goal setting adalah anggaran. Sebuah anggaran mengandung
rencana dan jumlah nominal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dan juga
mengandung sasaran spesifik yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah.
Hasil penelitian ini dierkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh
Endrayani, dkk (2014) serta Fathia (2017) yang menyatakan bahwa anggaran
berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kompetensi
SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil
analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandarlized variabel kompetensi
SDM sebesar 0,405 dan signifikansi t sebesar 0,002. Berdasarkan hasil analisis
menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa semakin baik kompetensi yangg
dimiliki oleh aparat pemerintah maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.
Kompetensi menyangkut kemampuan individu dalam melaksanakan tugas
atau menentukan keputusan sesuai dengan peran, pengetahuan, keterampilan dan
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sikap produktifnya. Dengan kompetensi yang produktif akan membuat para aparat
pemerintah selalu siap mengahadapi setiap tantangan yang ada di pemerintahan
dan mampu menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas. Akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah dapat dicapai jika pegawai memiliki kompeten yang baik.
Pegawai sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas memang harus senantiasa
meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat
maksimal dalam praktiknya sehingga pemerintah daerah sebagai ujung tombak
teknisi kegiatan harus mengutamakan kompetensi yang dimiliki oleh setiap
pejabatnya guna mengisi bidang-bidang kegiatan yang sesuai. Dengan adanya
kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh pegawai Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Enrekang maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.
Mengacu pada teori penetapan tujuan yang menyatakan bahwa seseorang
yang diberi tujuan yang spesifik, sulit tapi dapat dicapai akan memiliki kinerja
yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang menerima tujuan yang mudah dan
spesifik atau tidak ada tujuan sama sekali. Pada saat yang sama seseorang harus
memiliki memiliki kemampuan yang cukup, menerima tujuan yang ditetapkan dan
menerima umpan balik yang berkaitan dengan kinerja. Dalam suatu instansi
pemerintah, para aparat yang diberi tujuan organisasi akan berusaha semaksimal
mungkin untuk mencapai tujuan yang telah diberikan kepadanya. Untuk mencapai
tujuan tersebut, para aparat pemerintah harus memiliki kompetensi yang tinggi
yang akan membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015), Suwardji, dkk (2012), Manik
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(2010), Adiputra (2011), Qamariah dan Fadli (2011) dan Adiputri(2014) dalam
Wardhana, dkk (2015) dimana kompetensi mempengaruhi kinerja. Namun,
peneliti lain menyebutkan berbeda, Syachbrani (2014) dan Sofyani dan Akbar
(2014) dalam Wardhana, dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi tidak
berpengaruh pada kinerja instansi  pemerintah.
3. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kejelasan
sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandarlized variabel
kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,328 dan signifikansi t sebesar 0,034.
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti
bahwa semakin jelas suatu penyususnan anggaran maka akan meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana anggaran ditetapkan
secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dimengerti oleh orang
yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Sasaran
anggaran yang tidak jelas atau membingungkan dapat menimbulkan ketegangan
dan ketidakpastian para pelaksana, implikasinya pada penurunan kinerja yang
berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja pemerintah. Begitupun sebaliknya,
adanya sasaran anggaran yang jelas maka kan mempermudah aparat pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas
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organisasi dalam rangka untuk mecapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang
telah ditetapkan.
Penelitian ini sejalan dengan teori penetapan tujuan, dimana kuat
lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai.
Kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras mencapai suatu tujuan apabila
tujuan itu jelas, dipahami dan bermanfaat. Makin kabur atau makin sulit dipahami
suatu tujuan maka akan makin besar keengganan untuk bertingkah laku. Maka
dari itu, suatu anggaran harus ditetapkan secara jelas sehingga akan memudahkan
aparat pemerintah untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan tujuan oranisasi. Penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Primayoni, dkk (2014), Yuliantini (2014) yang
menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Herawaty (2011) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran
anggatan tidak berpengaruh terhadap akuntabiitas kinerja instansi pemerintah.
4. Pengaruh Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Anggaran
Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah
komitmen organisasi memoderasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta
unstandarlized AbsX1_M sebesar 0,790 dan signifikansi t sebesar 0,086.
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara komitmen
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organisasi dan anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa hipotesis ke empat yang
menyatakan bahwa komitmen organisasi memoderasi anggaran berbasis kinerja
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditolak.
Justifikasi yang mungkin dapat menjelaskan tidak adanya interaksi atau
moderasi antara komitmen organisasi dan anggaran berbasis kinerja terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimungkinkan bahwa aparat pemerintah
tidak hanya mengutamakan kepentingan organisasi daam mencapai tujuan
organisasi untuk menunjang keberhasilan organisasi tetapi juga mengutamakan
kepentingan pribadinya sehingga aparat memiliki dua kepentingan dalam
menjalankan tugasnya. Hal ini menyebabkan komitmen organisasi tidak dapat
berperan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara anggaran berbasis kinerja
dengan akuntabiitas kinerja instansi pemerintah. Didalam teori penetapan tujuan
memandang bahwa dalam mencapai tujuan seseorang dipengaruhi oleh perilaku
dalam bekerja dimana perilaku seseorang diatur oleh ide (pemikiran) dan niat
seseorang. Sehingga memungkinkan seseorang untuk memiliki pemikiran dan niat
yang berbeda-beda dalam menjalankan tugasnya yang akan berakibat pada tidak
tercapainya tujuan organisasi.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friska (2015)
yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi anggaran
berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harisman
(2012) dalam Friska (2015) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi dapat
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memoderasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
5. Pengaruh Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Kompetensi
SDM Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hipotesis kelima (H5) yang diajukan dalam penelitian ini adalah komitmen
organisasi memoderasi kompetensi SDM terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandarlized
AbsX2_M sebesar -0,970 dan signifikansi t sebesar 0,035. Berdasarkan hasil
analisis menunjukkan bahwa interaksi antara komitmen organisasi dan
kompetensi SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Hal ini berarti bahwa hipotesis ke lima yang menyatakan bahwa komitmen
organisasi memoderasi kompetensi SDM terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah diterima.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya komitmen organisasi
mempengaruhi setiap aparat pemerintah untuk memberikan usaha maksimalnya
kepada organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Semakin tinggi komitmen
organisasi yang dimiliki oleh aparat pemerintah maka usaha untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan semakin tinggi. Dengan
adanya komitmen organisasi yang dimiliki oleh pegawai maka kinerja pegawai
tersebut dapat meningkat dikarenakan komitmen organisasi secara tidak langsung
dapat mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh
organisasi. Jika dalam suatu dunia kerja seseorang memiliki kompetensi namun
tidak memiliki komitmen organisasi maka kinerjanya dapat menjadi tidak
101
maksimal karena di dalam dirinya tidak mempunyai rasa memiliki terhadap
organisasi.
Mengacu pada teori penetapan tujuan yang menyatakan bahwa pegawai
yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan akan berpengaruh
terhadap kinerja manajerial. Adanya tujuan menentukan seberapa besar upaya
yang dilakukan seseorang, semakin tinggi komitmen yang dimiliki terhadap
tujuan yang diberikan oleh organisasi maka akan mendorong aparat untuk
melakukan upaya yang lebih maksimal dalam pancapaian tujuan organisasi
(Arthana dkk, 2016). Dengan adanya kompetensi yang dimiliki oleh aparat
pemerintah dan komitmen yang tinggi maka akan memudahkan instansi
pemerintah untuk mencapai tujuannya. Begitupula sebaliknya, jika aparat
pemerintah tidak memiliki kompetensi yang dibarengi dengan komitmen yang
tinggi maka akan berakibat terhadap penurunan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Wardhana, dkk (2015).
6. Pengaruh Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Kejelasan
Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Hipotesis keenam (H6) yang diajukan dalam penelitian ini adalah
komitmen organisasi memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa
koefisien beta unstandarlized AbsX3_M sebesar 0,962 dan signifikansi t sebesar
0,027. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara komitmen
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organisasi dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa hipotesis ke enam yang
menyatakan bahwa komitmen organisasi memoderasi kejelasan sasaran anggaran
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diterima.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya komitmen
organisasi yang dimiliki oleh aparat pmerintah maka akan mempengaruhi para
aparat pemerintah dalam menyusun anggaran secara jelas dikarenakan di dalam
dirinya ada rasa memiliki terhadap organisasi sehingga ia akan mengutamakan
kepentingan organisasi dan menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan sasaran
anggaran yang jelas maka akan memudahkan aparat pemerintah untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas
organisasi yang akan berdampak terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.
Penelitian ini sejalan dengan teori penetapan tujuan dimana seseorang
melaksanakan suatu pekerjaan dimana tugas yang diberikan sudah ditetapkan
targetnya dan sasarannya misalnya untuk mencapai target yang ditentukan atau
menyelesaikan sejumlah tugas dengan batas waktu yang ditentukan. Seseorang
akan menetapkan taktik dan berbuat untuk mencapai sasaran atau tujuan tersebut,
berarti sasaran atau tujuan ini menentukan perilaku dalam bekerja. Dimana
perilaku seseorang diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Jika aparat
pemerintah berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi yang ia tempati maka
hal ini akan mempengaruhi kinerja dikarenakan dengan adanya komitmen yang
dimiliki oleh aparat pemerintah maka akan membuat aparat pemerintah untuk
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berusaha semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Sehingga aparat
pemerintah akan menyusun anggaran pemerintah daerah secara jelas untuk
memudahkan para pelaksana untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmorowati
(2010) dan Anna (2010)  dalam Arifin (2012) yang menyatakan bahwa komitmen
organisasi memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah namun tidak sejalan dengan penelitian yang diakukan oleh
Arifin (2012) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tdak memoderasi
kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel
independen yaitu anggaran berbasis kinerja, kompetensi SDM, dan kejelasan
sasaran anggaran terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dan adanya interaksi variabel moderasi yaitu komitmen organisasi.
1. Anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Dengan diterapkannya anggaran berbasis
kinerja, pemerintah berharap anggaran digunakan secara optimal untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan
transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik sehingga akan
meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Aparat pemerintah yang memiliki kompetensi yang
tinggi akan selalu siap menghadapi setiap tantangan yang ada di
pemerintahan dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga
akan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas
maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan tugas instansi pemerintah dalam mencapai
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tujuan-tujuan yang telah ditetapkan demi tercapainya akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.
4. Komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan anggaran berbasis
kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam
menyusun dan melaksanakan anggaran berbasis kinerja, aparat pemerintah
tidak hanya mengutamakan kepentingan organisasi tetapi juga kepentingan
pribadi dalam menjalankan tugasnya sehingga akan berakibat pada tidak
tercapainya tujuan organisasi yang berarti bahwa tidak terwujudnya
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Komitmen organisasi memoderasi hubungan kompetensi SDM terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Komitmen organisasi dapat
mempengaruhi setiap aparat pemerintah untuk memberikan usaha
maksimalnya kepada organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Semakin
tinggi kompetensi yang dimiliki aparat pemerintah yang dibarengi dengan
komitmen organisasi maka semakin besar pula keinginan aparat
pemerintah untuk meningkatkan akuntablitas kinerja instansi pemerintah.
6. Komitmen organisasi memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya
komitmen organisasi yang dimiliki oleh aparat pemerintah maka akan
mempengaruhi aparat pemerintah dalam menyusun anggaran secara jelas
dikarenakan didalam dirinya ada rasa memiliki terhadap organisasi
sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan sasaran
anggaran yang jelas maka akan memudahkan untuk mempertanggung
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jawabkan pelaksanaan tugas yang akan berdampak terhadap meningkatnya
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
B. Keterbatasan Penelitian
1. Pelaksanaan pengukuran yang tidak menghadapkan responden dengan
kondisi nyata dikhawatirkan menyebabkan responden menjawab
pernyataan survei secara normative, sehingga hasil penelitian bisa saja
menjadi bias dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
2. Dari jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Enrekang
hanya 10 SKPD yang mengisi kuesioner. Hal ini disebabkan karena
permasalahan perizinan yang rumit dan kesibukan pelatihan serta
kunjungan kerja para pegawai pada SKPD tersebut. Bagi Peneliti
selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, bukan hanya
pada  sektor  publik yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah, tetapi juga
dapat dilakukan pada sektor   swasta yaitu perusahaan. Selain itu
disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini
dengan meneliti faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua pegawai SKPD di
Indonesia karena latar belakang dan letak geografis yang berbeda-beda.
C. Implikasi Penelitian
Berdasarkan analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun implikasi dari
penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran yang
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diberikan melalui hasil penelitian agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik,
yaitu :
1. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian,
bukan hanya pada  sektor  publik yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah,
tetapi juga dapat dilakukan pada sektor swasta yaitu perusahaan. Selain itu
disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini
dengan meneliti faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang diharapkan untuk lebih
memaksimalkan sumber daya manusia untuk meningkatkan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Sehingga program kerja yang dihasilkan
mampu memberikan dampak yang maksimal kepada masyarakat.
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LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN
Kepada:
Yth. Bapak/Ibu
Pejabat/Pegawai kantor Satuan Kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang
Hal: Permohonan Mengisi Kuosioner Penelitian
Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Nurhusna. B
Alamat : Jalan Sultan Alauddin 2
Nim : 90400114114
Proram Studi/Universitas : Akuntansi/ Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar
Dalam Rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi
program S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, peneliti memohon kesediaan
Bapak/Ibu untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam
kuosioner penelitian ini. Terkait hal tersebut diatas, perlu saya sampaikan bahwa
kuosioner ini hanya digunakan untuk keperluan penelitian, sehingga informasi
yang saya peroleh dari Bapak/Ibu akan saya pergunakan sesuai dengan kode etik
penelitian.
Terimah kasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah mengisi kuosioner ini.
Mengingat keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung pada kepada
kelengkapan jawaban, dimohon dengan sangat agar Bapak/Ibu dapat memberikan
jawaban dengan lengkap.
Gowa,                  2018
Peneliti
Nurhusna. B
NIM. 90400114114
DATA RESPONDEN
Mohon dijawab pada isian yang telah disediakan dan pilihlah jawaban pada
pertanyaan pilihan dengan memberi tanda (√) pada stu jawaban yang sesuai
dengan kondisi Bapak/ Ibu
1. Nama (boleh tidak diisi) : ___________________________________
2. Nama SKPD :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
Laki-laki Perempuan
5. Pendidikan Terakhir :
S3 S2 S1 D3
6. Jabatan :
7. Lama Kerja di SKPD : ______ tahun ______ bulan
Cara Pengisian Kuesioner
Mohon Bapak/ibu/saudara menjawab pertanyaan di bawah ini dengan tanda (√)
pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri Bapak/Ibu/Saudara. Setiap
pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban dan setiap angka akan mewakili
tingkat kesesuaian dengan pendapat yang diberikan:
Keterangan:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Ragu-Ragu (R)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
Daftar Pernyataan Untuk Variabel Anggaran Berbasis Kinerja
No
.
Pernyataan
Frekuensi
STS
1
TS
2
R
3
S
4
SS
5
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:
1 Dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun SKPD
memiliki tujuan yang sudah jelas, selaras
dengan visi misi, menjadi dasar utama
pembuatan target dan indikator kinerja pada
pelaksanaan aktivitas
2 SKPD memiliki informasi finansial tersedia
dengan lengkap untuk digunakan sebagai
perencanaan anggaran
3 Pengesahan anggaran dilakukan karena
anggaran tersebut telah sesuai dengan skala
prioritas yang proporsional
4 Alasan yang disampaikan pimpinan dalam
pengesahan anggaran telah sesuai dengan
perencanaan pembuatan anggaran untuk
pelaksanaan kegiatan
5 Penganggaran di SKPD telah dilaksanakan
secara transparansi dan akuntabilitas
anggaran, disiplin anggaran, keadilan
anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran
serta disusun dengan pendekatan kinerja
6 Anggaran di SKPD lebih berorientasi kepada
pendayagunaan anggaran yang tersedia
untuk mencapai hasil yang optimal dari
kegiatan yang dilaksanakan
7 Sistem anggaran berbasis kinerja telah
berperan sebagai patokan dalam
melaksanakan tujuan dan sasaran dinas
8 Laporan realisasi anggaran SKPD telah
memberikan gambaran yang jelas atas
tingkat keberhasilan, serta mendorong
aparatur SKPD untuk selalu meningkatkan
kinerja.
Daftar Penyataan Untuk Variabel Kompetensi SDM
No
.
Pernyataan
Frekuensi
STS
1
TS
2
R
3
S
4
SS
5
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:
1 Saya memahami tugas pokok, fungsi dan
uraian tugas sebagai penyusun laporan
keuangan
2 Saya memahami siklus akuntansi dengan
baik
3 Saya sering membaca literatur berupa jurnal
akuntansi dan buku akuntansi dalam rangka
meng-Upgdrade pengetahuan saya di bidang
akuntansi
4 Saya mampu menyusun dan menyajikan
laporan keuangan yang terdiri dari Neraca,
Laporan Realisasi Anggaran, Catatan atas
Laporan Keuangan dan Laporan Arus Kas
dengan baik dan benar
5 Saya selalu bekerja dengan mengedepankan
etika dan kode etik sebagai seorang pegawai
6 Saya selalu menolak setiap gratifikasi yang
berhubungan dengan tugas dan tanggung
jawab
Daftar Penyataan Untuk Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran
No
.
Pernyataan
Frekuensi
STS
1
TS
2
R
3
S
4
SS
5
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:
1 Ada spesifikasi sasaran anggaran pada
satuan kerja ini
2 Saya dapat mengetahui tingkat kepentingan
sasaran anggaran pada setiap program
3 Ada standar yang telah ditetapkan atas
pencapaian target anggaran
4 Ada batas waktu yang telah ditentukan untuk
setiap program kerja
5 Anggaran yang dibuat telah
mempertimbangkan skala prioritas
6 Saya dapat mengetahui secara jelas outcame
yang harus dicapai pada setiap program
kerja
7 Indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang
tercantum dalam anggaran telah terdefinisi
dengan jelas dan terukur
Daftar Penyataan Untuk Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
No. Pernyataan
Frekuensi
STS
1
TS
2
R
3
S
4
SS
5
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:
1 Adanya keterkaitan yang erat antara
pencapaian kinerja dengan program dan
kebijakan
2 Kejelasan sasaran anggaran suatu program
harus dimengerti oleh semua aparat dan
pemimpin
3 Visi dan misi program perlu ditetapkan
sesuai rencana strategik organisasi
4 Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk
setiap kegiatan atau program
5 Melakukan analisis keuangan setiap
kegiatan atau program selesai dilaksanakan
6 Membuat laporan kepada atasan setiap
kegiatan atau program yang telah
dilaksanakan
7 Melakukan pengecekan terhadap jalannya
program
8 Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan
ukuran atau indikator kinerja yang jelas
untuk menilai tingkat keberhasilan suatu
kegiatan atau program
9 Kegiatan/program yang disusun telah
mengakomodir setiap perubahan dan
tuntutan yang ada di masyarakat
10 LAKIP digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam merencanakan
program/kegiatan selanjutnya dan
diterbitkan sesuai dengan waktu yang
ditentukan
Daftar Penyataan Untuk Variabel Komitmen Organisasi
Kuesioner
No. Pernyataan STS
1
TS
2
R
3
S
4
SS
5
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:
1 Saya merasa bahwa nilai-nilai yang saya
anut sangat mirip dengan nilai-nilai yang
ada pada organisasi dan organisasi ini
benar-benar memberikan inspirasi yang
terbaik bagi diri saya dalam mencapai
prestasi kerja
1
2 Saya merasa bangga apabila berkata pada
rang lain bahwa saya menjadi bagian dari
organisasi ini dan saya hanya dapat
bekerja dengan baik di organisasi yang
lain asalkan pekerjaannya sama dengan
tipe pekerjaan yang ada di organisasi ini
3 Saya akan senang sekali menghabiskan
sisa karir saya pada organisasi dan
merasa bahwa seakan-akan masalah di
organisasi adalah masalah saya
4 Sekarang ini tetap bertahan dengan
menjadi anggota organisasi ini adalah
sebuah hal yang perlu, sesuai dengan
keinginan saya
5 Sangat berat bagi saya untuk
meninggalkan organisasi ini dan merasa
tidak memiliki kewajiban untuk
meninggalkan atasan saya saat ini
6 Saya merasa tidak tepat untuk
meninggalkan organisasi saya saat ini ,
bahkan bila hal itu menguntungkan
LAMPIRAN 2
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN
NO
Anggaran Berbasis Kinerja
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8
TOTAL
X1
1 5 5 5 5 5 5 5 5 40
2 5 5 5 5 5 5 5 5 40
3 5 3 4 3 2 2 4 2 25
4 5 5 5 5 5 5 5 5 40
5 4 4 4 4 3 3 4 4 30
6 4 4 4 4 4 4 4 5 33
7 5 5 5 5 5 5 4 5 39
8 4 3 4 3 3 4 4 3 28
9 5 5 4 3 3 4 4 3 31
10 5 5 5 5 5 5 4 5 39
11 5 5 5 5 5 5 4 5 39
12 4 4 4 4 4 4 4 4 32
13 5 5 5 5 4 5 5 5 39
14 5 5 5 5 4 4 5 5 38
15 5 5 5 5 4 5 5 5 39
16 5 4 5 3 4 4 3 5 33
17 5 4 5 3 5 4 3 5 34
18 4 4 4 4 4 4 4 4 32
19 4 4 4 4 4 4 4 4 32
20 5 5 5 5 4 5 5 5 39
21 4 4 4 4 3 3 4 4 30
22 4 4 4 4 3 3 4 4 30
23 4 4 4 4 4 4 4 4 32
24 5 4 5 5 4 4 4 4 35
25 5 5 5 4 4 5 5 5 38
26 5 4 4 4 4 4 4 4 33
27 5 5 5 4 4 4 4 5 36
28 4 4 4 4 4 4 5 5 34
29 4 5 4 4 5 4 5 3 34
30 4 4 4 4 4 5 4 5 34
31 5 5 5 4 4 5 3 4 35
32 5 4 4 5 5 4 5 4 36
33 5 5 4 5 4 5 5 4 37
34 5 5 5 5 5 4 4 5 38
35 4 4 2 4 4 4 2 4 28
36 4 4 2 2 4 4 4 2 26
37 4 5 5 5 4 4 5 4 36
38 5 5 4 4 5 4 4 4 35
39 5 5 4 4 4 4 5 4 35
40 4 5 5 4 5 5 5 4 37
41 5 5 5 4 5 5 4 3 36
42 5 5 4 4 3 4 2 3 30
43 5 4 5 4 5 5 5 5 38
44 4 4 4 5 5 4 5 4 35
45 5 5 4 4 3 4 2 3 30
46 4 4 4 4 2 3 4 4 29
47 4 5 5 5 4 5 4 5 37
48 4 4 4 4 4 3 4 4 31
49 5 4 4 5 4 5 3 4 34
50 5 4 4 5 4 5 3 4 34
51 4 2 4 4 2 4 4 2 26
52 5 5 5 5 5 5 5 5 40
53 4 4 5 4 5 5 4 3 34
54 4 4 5 4 4 4 2 4 31
55 4 4 5 5 5 2 4 4 33
56 4 4 2 5 5 4 4 2 30
57 4 5 5 4 4 4 5 5 36
58 4 4 4 5 5 4 4 5 35
59 4 5 5 4 4 4 4 4 34
60 4 5 5 5 4 4 4 4 35
No Kompetensi SDMX2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 TOTAL X2
1 5 5 5 5 5 5 30
2 5 4 5 5 5 5 29
3 4 4 4 4 4 5 25
4 5 4 4 4 5 5 27
5 4 4 4 5 4 5 26
6 5 5 5 4 5 5 29
7 5 4 4 4 5 5 27
8 4 2 3 3 3 3 18
9 5 5 4 4 5 5 28
10 5 4 4 4 5 5 27
11 5 4 4 4 5 5 27
12 5 3 3 2 4 4 21
13 4 3 3 3 5 5 23
14 5 4 5 3 5 5 27
15 3 3 5 3 5 5 24
16 5 4 2 4 4 5 24
17 5 4 4 4 4 5 26
18 4 3 3 3 4 4 21
19 4 3 3 3 4 4 21
20 4 5 5 4 5 5 28
21 4 5 5 4 4 5 27
22 3 3 3 3 4 4 20
23 4 4 4 3 3 4 22
24 4 4 4 4 4 4 24
25 5 5 4 4 5 5 28
26 4 4 3 4 4 4 23
27 5 5 4 4 5 5 28
28 4 4 3 3 4 2 20
29 4 4 4 4 5 5 26
30 4 4 5 4 5 4 26
31 4 4 4 4 5 5 26
32 4 3 4 3 5 5 24
33 4 3 4 3 5 5 24
34 4 2 2 4 4 4 20
35 2 4 4 4 4 2 20
36 4 4 2 4 4 4 22
37 5 5 4 5 5 5 29
38 5 4 3 4 5 5 26
39 5 4 4 5 5 5 28
40 3 4 4 5 5 5 26
41 5 5 5 4 5 5 29
42 4 3 3 4 4 4 22
43 4 3 4 4 5 5 25
44 4 4 4 4 5 5 26
45 4 4 5 4 5 5 27
46 4 3 3 4 4 4 22
47 4 4 4 4 5 5 26
48 4 3 3 4 4 4 22
49 5 5 5 4 4 4 27
50 4 4 3 4 4 4 23
51 4 2 4 4 4 2 20
52 5 5 5 5 5 5 30
53 4 5 4 5 3 5 26
54 4 4 2 4 5 5 24
55 4 5 3 4 5 5 26
56 4 4 4 4 3 5 24
57 4 4 4 3 5 5 25
58 5 5 5 4 5 5 29
59 4 4 4 2 5 4 23
60 5 4 4 4 4 4 25
No Kejelasan Sasaran Anggaran TOTALX3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7
1 5 5 5 5 5 5 5 35
2 5 5 5 5 5 5 5 35
3 4 4 4 4 4 4 3 27
4 4 4 4 4 4 4 4 28
5 4 4 4 4 5 4 4 29
6 4 4 4 4 4 4 4 28
7 5 5 5 5 5 4 4 33
8 4 4 5 4 4 4 4 29
9 5 3 5 4 5 3 3 28
10 5 5 5 5 5 4 4 33
11 5 5 5 5 5 4 4 33
12 4 3 4 5 4 2 4 26
13 5 5 5 5 4 5 4 33
14 5 5 5 4 5 4 5 33
15 5 5 5 5 4 5 4 33
16 2 4 5 5 5 4 4 29
17 4 4 5 5 5 4 4 31
18 4 3 4 4 4 4 4 27
19 4 3 4 4 4 4 4 27
20 5 4 5 5 5 4 4 32
21 3 4 4 4 4 3 3 25
22 4 3 4 4 4 3 3 25
23 4 4 4 4 4 4 3 27
24 4 4 4 4 4 4 4 28
25 4 4 5 5 5 4 5 32
26 4 4 4 4 4 4 4 28
27 4 4 4 5 5 4 5 31
28 4 3 4 4 4 4 4 27
29 4 4 4 5 5 4 5 31
30 4 4 5 5 4 5 4 31
31 3 4 4 5 4 3 3 26
32 5 5 5 5 4 3 4 31
33 4 4 5 5 4 5 5 32
34 5 4 4 4 4 2 4 27
35 4 4 4 4 4 2 2 24
36 4 4 4 2 4 2 4 24
37 4 4 5 5 5 4 4 31
38 5 4 5 5 5 4 4 32
39 5 4 4 4 4 5 5 31
40 4 4 5 5 4 5 4 31
41 4 5 5 4 5 4 5 32
42 2 4 4 4 4 4 4 26
43 3 3 4 4 4 5 5 28
44 4 4 4 5 4 4 4 29
45 3 3 5 5 3 3 4 26
46 4 4 4 4 4 4 4 28
47 4 4 4 4 4 4 4 28
48 4 4 4 4 4 4 4 28
49 3 4 5 5 5 5 4 31
50 3 4 5 5 5 5 4 31
51 4 4 4 4 2 2 4 24
52 5 5 5 5 5 5 5 35
53 4 5 5 3 5 4 5 31
54 2 4 4 4 5 3 4 26
55 5 4 3 5 4 5 5 31
56 4 5 5 5 4 5 4 32
57 4 5 2 4 5 4 5 29
58 4 4 4 3 4 4 4 27
59 4 5 5 4 5 5 4 32
60 4 4 4 3 4 4 5 28
No Komitmen Organisasi TOTALM1 M2 M3 M4 M5 M6
1 5 5 4 4 5 4 27
2 5 5 5 5 5 5 30
3 5 4 4 4 5 3 25
4 5 5 5 5 5 4 29
5 4 4 4 4 4 4 24
6 4 4 5 4 4 2 23
7 5 3 4 4 3 3 22
8 3 3 3 3 3 3 18
9 5 4 4 4 5 4 26
10 5 4 4 4 4 4 25
11 4 4 4 4 4 3 23
12 3 4 4 5 5 4 25
13 4 5 4 5 4 4 26
14 5 5 4 4 5 4 27
15 4 5 4 5 4 5 27
16 4 4 4 4 4 2 22
17 4 4 4 5 4 3 24
18 4 4 4 4 4 4 24
19 4 4 4 4 4 4 24
20 4 4 4 4 4 5 25
21 4 4 4 4 4 4 24
22 4 4 5 5 5 4 27
23 4 4 4 4 4 4 24
24 4 3 3 3 4 3 20
25 5 5 4 5 5 4 28
26 4 4 4 4 4 4 24
27 5 4 3 3 3 3 21
28 4 3 3 3 3 3 19
29 4 4 4 4 4 5 25
30 4 5 5 4 4 5 27
31 5 5 5 5 5 4 29
32 4 4 3 5 5 3 24
33 4 4 5 4 5 4 26
34 4 4 4 4 2 4 22
35 4 5 5 5 5 4 28
36 5 5 4 5 5 5 29
37 4 4 5 5 5 5 28
38 4 5 5 5 4 5 28
39 4 4 4 4 4 4 24
40 5 4 4 5 5 5 28
41 4 4 5 5 5 4 27
42 3 2 2 3 3 3 16
43 3 3 4 5 4 3 22
44 5 5 4 5 3 3 25
45 4 4 4 4 4 3 23
46 4 3 3 3 3 4 20
47 3 3 3 3 3 3 18
48 4 4 3 3 3 3 20
49 4 3 3 3 3 3 19
50 4 3 3 3 3 3 19
51 5 5 4 4 5 5 28
52 5 5 5 5 5 5 30
53 5 5 4 4 5 4 27
54 4 4 4 4 4 3 23
55 5 5 4 5 5 4 28
56 5 5 4 4 5 4 27
57 5 4 3 4 5 4 25
58 5 4 4 4 5 5 27
59 5 4 4 4 5 4 26
60 5 5 5 4 5 5 29
No Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TOTALY1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10
1 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 48
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 46
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
6 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 45
7 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49
8 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 40
9 5 5 4 5 4 5 5 5 2 4 44
10 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49
11 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49
12 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 41
13 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 47
14 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 45
15 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 47
16 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 42
17 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 42
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
20 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 44
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
23 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 42
24 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36
25 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
27 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 48
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
29 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 46
30 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 44
31 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 44
32 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 41
33 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 44
34 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41
35 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 38
36 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 37
37 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 45
38 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 45
39 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 43
40 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 46
41 4 4 5 5 4 4 5 4 3 5 43
42 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 39
43 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 47
44 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5 44
45 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 42
46 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 38
47 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 43
48 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 39
49 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 42
50 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 42
51 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 42
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
53 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 45
54 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 45
55 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 46
56 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 44
57 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 42
58 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 46
59 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 46
60 5 4 4 4 5 5 5 4 3 5 44
LAMPIRAN 3
STATISTIK DESKRIPTIF
A. Statistik Deskriptif Variabel
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation
Anggaran Berbasis
Kinerja
60 25 40 34,15 3,817
Kompetensi SDM 60 18 30 24,97 2,934
Kejelasan Sasaran
Anggaran
60 24 35 29,42 2,895
Komitmen Organisasi 60 16 30 24,67 3,317
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
60 36 50 43,57 3,422
Valid N (listwise) 60
B. Statistik Deskriptif Pernyataan
1. Anggaran Berbasis Kinerja
Statistics
ABK1 ABK2 ABK3 ABK4 ABK5 ABK6 ABK7 ABK8
N Valid 60 60 60 60 60 60 60 60Missing 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 4,52 4,42 4,38 4,28 4,12 4,20 4,10 4,13
Sum 271 265 263 257 247 252 246 248
ABK1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
4 29 48,3 48,3 48,3
5 31 51,7 51,7 100,0
Total 60 100,0 100,0
ABK2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 1 1,7 1,7 1,7
3 2 3,3 3,3 5,0
4 28 46,7 46,7 51,7
5 29 48,3 48,3 100,0
Total 60 100,0 100,0
ABK3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 3 5,0 5,0 5,0
4 28 46,7 46,7 51,7
5 29 48,3 48,3 100,0
Total 60 100,0 100,0
ABK4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 1 1,7 1,7 1,7
3 5 8,3 8,3 10,0
4 30 50,0 50,0 60,0
5 24 40,0 40,0 100,0
Total 60 100,0 100,0
ABK5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 3 5,0 5,0 5,0
3 7 11,7 11,7 16,7
4 30 50,0 50,0 66,7
5 20 33,3 33,3 100,0
Total 60 100,0 100,0
ABK6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 2 3,3 3,3 3,3
3 5 8,3 8,3 11,7
4 32 53,3 53,3 65,0
5 21 35,0 35,0 100,0
Total 60 100,0 100,0
ABK7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 4 6,7 6,7 6,7
3 5 8,3 8,3 15,0
4 32 53,3 53,3 68,3
5 19 31,7 31,7 100,0
Total 60 100,0 100,0
ABK8
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 4 6,7 6,7 6,7
3 7 11,7 11,7 18,3
4 26 43,3 43,3 61,7
5 23 38,3 38,3 100,0
Total 60 100,0 100,0
2. Kompetensi SDM
Statistics
KSDM1 KSDM2 KSDM3 KSDM4 KSDM5 KSDM6
N Valid 60 60 60 60 60 60Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 4,28 3,93 3,85 3,87 4,50 4,53
Sum 257 236 231 232 270 272
KSDM1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 1 1,7 1,7 1,7
3 3 5,0 5,0 6,7
4 34 56,7 56,7 63,3
5 22 36,7 36,7 100,0
Total 60 100,0 100,0
KSDM2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 3 5,0 5,0 5,0
3 12 20,0 20,0 25,0
4 31 51,7 51,7 76,7
5 14 23,3 23,3 100,0
Total 60 100,0 100,0
KSDM3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 4 6,7 6,7 6,7
3 14 23,3 23,3 30,0
4 29 48,3 48,3 78,3
5 13 21,7 21,7 100,0
Total 60 100,0 100,0
KSDM4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 2 3,3 3,3 3,3
3 12 20,0 20,0 23,3
4 38 63,3 63,3 86,7
5 8 13,3 13,3 100,0
Total 60 100,0 100,0
KSDM5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
3 4 6,7 6,7 6,7
4 22 36,7 36,7 43,3
5 34 56,7 56,7 100,0
Total 60 100,0 100,0
KSDM6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 3 5,0 5,0 5,0
3 1 1,7 1,7 6,7
4 17 28,3 28,3 35,0
5 39 65,0 65,0 100,0
Total 60 100,0 100,0
3. Kejelasan Sasaran Anggaran
KSA1 KSA2 KSA3 KSA4 KSA5 KSA6 KSA7
N Valid 60 60 60 60 60 60 60Missing 0 0 0 0 0 0 0
Mean 4,07 4,12 4,42 4,38 4,35 3,97 4,12
Sum 244 247 265 263 261 238 247
KSA1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 3 5,0 5,0 5,0
3 6 10,0 10,0 15,0
4 35 58,3 58,3 73,3
5 16 26,7 26,7 100,0
Total 60 100,0 100,0
KSA2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
3 8 13,3 13,3 13,3
4 37 61,7 61,7 75,0
5 15 25,0 25,0 100,0
Total 60 100,0 100,0
KSA3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 1 1,7 1,7 1,7
3 1 1,7 1,7 3,3
4 30 50,0 50,0 53,3
5 28 46,7 46,7 100,0
Total 60 100,0 100,0
KSA4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 1 1,7 1,7 1,7
3 3 5,0 5,0 6,7
4 28 46,7 46,7 53,3
5 28 46,7 46,7 100,0
Total 60 100,0 100,0
KSA5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 1 1,7 1,7 1,7
3 1 1,7 1,7 3,3
4 34 56,7 56,7 60,0
5 24 40,0 40,0 100,0
Total 60 100,0 100,0
KSA6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 5 8,3 8,3 8,3
3 7 11,7 11,7 20,0
4 33 55,0 55,0 75,0
5 15 25,0 25,0 100,0
Total 60 100,0 100,0
KSA7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 1 1,7 1,7 1,7
3 6 10,0 10,0 11,7
4 38 63,3 63,3 75,0
5 39 25,0 25,0 100,0
Total 15 100,0 100,0
4. Komitmen Organisasi
Statistics
KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6
N Valid 60 60 60 60 60 60Missing 0 0 0 0 0 0
KO1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
3 5 8,3 8,3 8,3
4 32 53,3 53,3 61,7
5 23 38,3 38,3 100,0
Total 60 100,0 100,0
KO2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 1 1,7 1,7 1,7
3 9 15,0 15,0 16,7
4 31 51,7 51,7 68,3
5 19 31,7 31,7 100,0
Total 60 100,0 100,0
KO3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 1 1,7 1,7 1,7
3 11 18,3 18,3 20,0
4 35 58,3 58,3 78,3
5 13 21,7 21,7 100,0
Total 60 100,0 100,0
KO4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
3 10 16,7 16,7 16,7
4 30 50,0 50,0 66,7
5 20 33,3 33,3 100,0
Total 60 100,0 100,0
KO5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 1 1,7 1,7 1,7
3 11 18,3 18,3 20,0
4 22 36,7 36,7 56,7
5 26 43,3 43,3 100,0
Total 60 100,0 100,0
KO6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 2 3,3 3,3 3,3
3 18 30,0 30,0 33,3
4 27 45,0 45,0 78,3
5 13 21,7 21,7 100,0
Total 60 100,0 100,0
5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Statistics
AKIP
1
AKIP
2
AKIP
3
AKIP
4
AKIP
5
AKIP
6
AKIP
7
AKIP
8
AKIP
9
AKIP
10
N
Valid 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Missin
g
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AKIP1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
3 1 1,7 1,7 1,7
4 38 63,3 63,3 65,0
5 21 35,0 35,0 100,0
Total 60 100,0 100,0
AKIP2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
3 1 1,7 1,7 1,7
4 28 46,7 46,7 48,3
5 31 51,7 51,7 100,0
Total 60 100,0 100,0
AKIP3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
3 3 5,0 5,0 5,0
4 30 50,0 50,0 55,0
5 27 45,0 45,0 100,0
Total 60 100,0 100,0
AKIP4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
3 3 5,0 5,0 5,0
4 25 41,7 41,7 46,7
5 32 53,3 53,3 100,0
Total 60 100,0 100,0
AKIP5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
3 5 8,3 8,3 8,3
4 30 50,0 50,0 58,3
5 25 41,7 41,7 100,0
Total 60 100,0 100,0
AKIP6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
4 30 50,0 50,0 50,0
5 30 50,0 50,0 100,0
Total 60 100,0 100,0
AKIP7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 3 2 3,3 3,3 3,3
4 31 51,7 51,7 55,0
5 27 45,0 45,0 100,0
Total 60 100,0 100,0
AKIP8
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
3 4 6,7 6,7 6,7
4 39 65,0 65,0 71,7
5 17 28,3 28,3 100,0
Total 60 100,0 100,0
AKIP9
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2 1 1,7 1,7 1,7
3 13 21,7 21,7 23,3
4 32 53,3 53,3 76,7
5 14 23,3 23,3 100,0
Total 60 100,0 100,0
AKIP10
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
3 2 3,3 3,3 3,3
4 32 53,3 53,3 56,7
5 26 43,3 43,3 100,0
Total 60 100,0 100,0
LAMPIRAN 4
Uji Kualitas Data
1. Anggaran Berbasis Kinerja
Correlations
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1
X1.
1
Pearson
Correlation
1 ,421*
*
,370*
*
,205 ,183 ,404*
*
,037 ,265* ,497
**
Sig. (2-tailed) ,001 ,004 ,116 ,161 ,001 ,779 ,041 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60
X1.
2
Pearson
Correlation
,421
**
1 ,441*
*
,377*
*
,427*
*
,466*
*
,241 ,441*
*
,710
**
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,003 ,001 ,000 ,064 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60
X1.
3
Pearson
Correlation
,370
**
,441*
*
1 ,348*
*
,266* ,326* ,272* ,577*
*
,689
**
Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,006 ,040 ,011 ,035 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60
X1.
4
Pearson
Correlation
,205 ,377*
*
,348*
*
1 ,427*
*
,355*
*
,309* ,442*
*
,665
**
Sig. (2-tailed) ,116 ,003 ,006 ,001 ,005 ,016 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60
X1.
5
Pearson
Correlation
,183 ,427*
*
,266* ,427*
*
1 ,478*
*
,291* ,412*
*
,684
**
Sig. (2-tailed) ,161 ,001 ,040 ,001 ,000 ,024 ,001 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60
X1.
6
Pearson
Correlation
,404
**
,466*
*
,326* ,355*
*
,478*
*
1 ,193 ,382*
*
,681
**
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,011 ,005 ,000 ,140 ,003 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60
X1.
7
Pearson
Correlation
,037 ,241 ,272* ,309* ,291* ,193 1 ,290* ,533
**
Sig. (2-tailed) ,779 ,064 ,035 ,016 ,024 ,140 ,025 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60
X1.
8
Pearson
Correlation
,265
*
,441*
*
,577*
*
,442*
*
,412*
*
,382*
*
,290* 1 ,752
**
Sig. (2-tailed) ,041 ,000 ,000 ,000 ,001 ,003 ,025 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60
X1
Pearson
Correlation
,497
**
,710*
*
,689*
*
,665*
*
,684*
*
,681*
*
,533*
*
,752*
*
1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
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2. Kompetensi SDM
Correlations
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2
X2.1
Pearson
Correlation
1 ,402** ,206 ,206 ,276* ,411** ,601**
Sig. (2-tailed) ,001 ,114 ,114 ,033 ,001 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60
X2.2
Pearson
Correlation
,402** 1 ,489** ,454** ,306* ,444** ,786**
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,018 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60
X2.3
Pearson
Correlation
,206 ,489** 1 ,233 ,372** ,309* ,679**
Sig. (2-tailed) ,114 ,000 ,073 ,003 ,016 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60
X2.4
Pearson
Correlation
,206 ,454** ,233 1 ,121 ,302* ,571**
Sig. (2-tailed) ,114 ,000 ,073 ,359 ,019 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60
X2.5
Pearson
Correlation
,276* ,306* ,372** ,121 1 ,529** ,629**
Sig. (2-tailed) ,033 ,018 ,003 ,359 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60
X2.6
Pearson
Correlation
,411** ,444** ,309* ,302* ,529** 1 ,744**
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,016 ,019 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60
X2
Pearson
Correlation
,601** ,786** ,679** ,571** ,629** ,744** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,755 6
3. Kejelasan Sasaran Anggaran
Correlations
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3
X3.
1
Pearson
Correlation
1 ,142 ,333*
*
,202 ,322* ,465*
*
,368*
*
,507*
*
Sig. (2-tailed) ,280 ,009 ,122 ,012 ,000 ,004 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60
X3.
2
Pearson
Correlation
,142 1 ,385*
*
,193 ,150 ,133 ,136 ,529*
*
Sig. (2-tailed) ,280 ,002 ,139 ,252 ,310 ,298 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60
X3.
3
Pearson
Correlation
,333*
*
,385*
*
1 ,316* ,179 ,390*
*
,336*
*
,669*
*
Sig. (2-tailed) ,009 ,002 ,014 ,171 ,002 ,009 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60
X3.
4
Pearson
Correlation
,202 ,193 ,316* 1 ,428*
*
,328* ,287* ,592*
*
Sig. (2-tailed) ,122 ,139 ,014 ,001 ,011 ,026 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60
X3.
5
Pearson
Correlation
,322* ,150 ,179 ,428*
*
1 ,250 ,355*
*
,575*
*
Sig. (2-tailed) ,012 ,252 ,171 ,001 ,054 ,005 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60
X3.
6
Pearson
Correlation
,465*
*
,133 ,390*
*
,328* ,250 1 ,322* ,611*
*
Sig. (2-tailed) ,000 ,310 ,002 ,011 ,054 ,012 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60
X3.
7
Pearson
Correlation
,368*
*
,136 ,336*
*
,287* ,355*
*
,322* 1 ,714*
*
Sig. (2-tailed) ,004 ,298 ,009 ,026 ,005 ,012 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60
X3
Pearson
Correlation
,507*
*
,529*
*
,669*
*
,592*
*
,575*
*
,611*
*
,714*
*
1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60 60
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
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4. Komitmen Organisasi
Correlations
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M
M1
Pearson
Correlation
1 ,590** ,278* ,237 ,480** ,333** ,619**
Sig. (2-tailed) ,000 ,031 ,068 ,000 ,009 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60
M2
Pearson
Correlation
,590** 1 ,646** ,631** ,590** ,533** ,866**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60
M3
Pearson
Correlation
,278* ,646** 1 ,675** ,550** ,462** ,786**
Sig. (2-tailed) ,031 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60
M4
Pearson
Correlation
,237 ,631** ,675** 1 ,603** ,413** ,777**
Sig. (2-tailed) ,068 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60
M5
Pearson
Correlation
,480** ,590** ,550** ,603** 1 ,473** ,815**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60
M6
Pearson
Correlation
,333** ,533** ,462** ,413** ,473** 1 ,716**
Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60
M
Pearson
Correlation
,619** ,866** ,786** ,777** ,815** ,716** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60 60
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,857 6
5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Correlations
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y1
0
Y
Y
1
Pearson
Correlation
1 ,31
0*
,17
0
,13
0
,28
2*
,33
0*
,21
7
,39
9**
,15
3
,41
7**
,55
1**
Sig. (2-
tailed)
,01
6
,19
5
,32
2
,02
9
,01
0
,09
5
,00
2
,24
3
,00
1
,00
0
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Y
2
Pearson
Correlation
,31
0*
1 ,53
7**
,34
4**
,25
1
,37
6**
,42
2**
,37
0**
,10
9
,28
3*
,65
5**
Sig. (2-
tailed)
,01
6
,00
0
,00
7
,05
3
,00
3
,00
1
,00
4
,40
7
,02
9
,00
0
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Y
3
Pearson
Correlation
,17
0
,53
7**
1 ,30
9*
,32
1*
,40
0**
,25
7*
,19
7
,01
6
,33
0**
,58
5**
Sig. (2-
tailed)
,19
5
,00
0
,01
6
,01
2
,00
2
,04
8
,13
1
,90
4
,01
0
,00
0
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Y
4
Pearson
Correlation
,13
0
,34
4**
,30
9*
1 ,24
1
,14
1
,40
1**
,08
8
,05
8
,42
7**
,52
8**
Sig. (2-
tailed)
,32
2
,00
7
,01
6
,06
4
,28
3
,00
2
,50
4
,65
9
,00
1
,00
0
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Y
5
Pearson
Correlation
,28
2*
,25
1
,32
1*
,24
1
1 ,37
4**
,32
0*
,22
7
,16
1
,48
3**
,62
0**
Sig. (2-
tailed)
,02
9
,05
3
,01
2
,06
4
,00
3
,01
3
,08
2
,21
9
,00
0
,00
0
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Y
6
Pearson
Correlation
,33
0*
,37
6**
,40
0**
,14
1
,37
4**
1 ,15
0
,45
4**
,11
6
,48
2**
,61
9**
Sig. (2-
tailed)
,01
0
,00
3
,00
2
,28
3
,00
3
,25
3
,00
0
,37
8
,00
0
,00
0
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Y
7
Pearson
Correlation
,21
7
,42
2**
,25
7*
,40
1**
,32
0*
,15
0
1 ,52
1**
,18
4
,37
9**
,64
3**
Sig. (2-
tailed)
,09
5
,00
1
,04
8
,00
2
,01
3
,25
3
,00
0
,15
9
,00
3
,00
0
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Y
8
Pearson
Correlation
,39
9**
,37
0**
,19
7
,08
8
,22
7
,45
4**
,52
1**
1 ,26
2*
,31
7*
,63
0**
Sig. (2-
tailed)
,00
2
,00
4
,13
1
,50
4
,08
2
,00
0
,00
0
,04
3
,01
4
,00
0
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Y
9
Pearson
Correlation
,15
3
,10
9
,01
6
,05
8
,16
1
,11
6
,18
4
,26
2*
1 ,26
8*
,42
8**
Sig. (2-
tailed)
,24
3
,40
7
,90
4
,65
9
,21
9
,37
8
,15
9
,04
3
,03
8
,00
1
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Y
10
Pearson
Correlation
,41
7**
,28
3*
,33
0**
,42
7**
,48
3**
,48
2**
,37
9**
,31
7*
,26
8*
1 ,73
1**
Sig. (2-
tailed)
,00
1
,02
9
,01
0
,00
1
,00
0
,00
0
,00
3
,01
4
,03
8
,00
0
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Y
Pearson
Correlation
,55
1**
,65
5**
,58
5**
,52
8**
,62
0**
,61
9**
,64
3**
,63
0**
,42
8**
,73
1**
1
Sig. (2-
tailed)
,00
0
,00
0
,00
0
,00
0
,00
0
,00
0
,00
0
,00
0
,00
1
,00
0
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,792 10

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 60
Normal Parametersa,b Mean 0E-7Std. Deviation 2,05230580
Most Extreme Differences
Absolute ,068
Positive ,068
Negative -,048
Kolmogorov-Smirnov Z ,529
Asymp. Sig. (2-tailed) ,942
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
2. Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
Anggaran Berbasis Kinerja ,459 2,179
Kompetensi SDM ,604 1,657
Kejelasan Sasaran
Anggaran
,444 2,254
Komitmen Organisasi ,891 1,123
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Uji Heteroskedastisitas

LAMPIRAN 6
UJI HIPOTESIS
1. Analisis Regresi Linear Berganda
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,772a ,596 ,574 2,233
a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi SDM,
Anggaran Berbasis Kinerja
ANOVAa
Model Sum of
Squares
df Mean
Square
F Sig.
1
Regression 411,621 3 137,207 27,529 ,000b
Residual 279,112 56 4,984
Total 690,733 59
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
b. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi SDM,
Anggaran Berbasis Kinerja
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardize
d
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 15,337 3,163 4,849 ,000
Anggaran Berbasis
Kinerja
,248 ,112 ,277 2,210 ,031
Kompetensi SDM ,405 ,123 ,347 3,287 ,002
Kejelasan Sasaran
Anggaran
,328 ,151 ,277 2,175 ,034
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Analisis Regresi Nilai Selisih Mutlak
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,837a ,701 ,660 1,994
a. Predictors: (Constant), AbsX3_M, Zscore: Anggaran Berbasis Kinerja,
Zscore: Kompetensi SDM, AbsX2_M, X2, AbsX1_M, Zscore: Komitmen
Organisasi, Zscore: Kejelasan Sasaran Anggaran
ANOVAa
Model Sum of
Squares
df Mean
Square
F Sig.
1
Regression 484,001 7 69,143 17,392 ,000b
Residual 206,732 52 3,976
Total 690,733 59
a.    Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
b. Predictors: (Constant), AbsX3_M, Zscore: Anggaran Berbasis Kinerja,
Zscore: Kompetensi SDM, AbsX2_M, X2, AbsX1_M, Zscore: Komitmen
Organisasi, Zscore: Kejelasan Sasaran Anggaran
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std.
Error
Beta
1(Constant) 9,462 3,584 2,640 ,011
Zscore: Anggaran
Berbasis Kinerja
,233 ,102 ,260 2,293 ,026
Zscore: Kompetensi
SDM
,323 ,114 ,277 2,831 ,007
Zscore: Kejelasan
Sasaran Anggaran
,341 ,140 ,288 2,430 ,019
Zscore: Komitmen
Organisasi
,299 ,086 ,290 3,486 ,001
AbsX1_M ,790 ,452 ,190 1,749 ,086
AbsX2_M -,970 ,449 -,236 -2,163 ,035
AbsX3_M ,962 ,423 ,197 2,272 ,027
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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